
BAB I - I 
 

DAFTAR ISI 

 

BAB I Pendahuluan  ( BAB I – 1 ) 

Latar Belakang  ( BAB I ï 1 ) 

Landasan Hukum  ( BAB I ï 4 ) 

Maksud dan Tujuan  ( BAB I ï 7 ) 

Sistematika Penulisan  ( BAB I ï 7 ) 

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah  ( BAB II – 9 ) 

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah  ( BAB II ï  9 ) 

2.2 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  ( BAB II ï 14 ) 

Kabupaten Pemalang   

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  ( BAB II ï 17 ) 

Kabupaten Pemalang   

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD  ( BAB II ï 23 )  

2.4.1 Tantangan  ( BAB II ï 23 ) 

2.4.2 Peluang  ( BAB II ï 24 ) 

BAB III  Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi  ( BAB III – 25 ) 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi  ( BAB III ï 25 ) 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil Kabupaten Pemalang   

3.2 Telaah Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Serta Pokok ï Pokok  ( BAB III ï 25 ) 

Pikiran DPRD   

3.3 Pokok ï Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  ( BAB III ï 28 ) 

Kabupaten Pemalang   

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS  ( BAB III ï 28 ) 

3.5 Telaah Renstra Kementrian Dalam Negeri dan Renstra Dinas Tenaga  ( BAB III ï 28 ) 

Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah   

3.6 Penentuan Isu ï Isu Strategis  ( BAB III ï 47 ) 

BAB IV Visi , MIsi Tujuan dan Sasaran, Strategi, dan Kebijakan  ( BAB IV – 49 ) 

4.1 Visi Misi Bupati Pemalang  ( BAB IV ï 49 ) 

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD ( BAB IV ï 50 ) 

4.3 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah  ( BAB IV ï 53 ) 

 

BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator , Kinerja Kelompok  ( BAB V – 55 ) 

sasaran dan Lokasi Serta Pendanaan Indikatif    

5.1 Rencana Program dan Kegiatan   ( BAB V ï 55 ) 

5.2 Indikator Kinerja  ( BAB V ï 57 ) 

5.3 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif  ( BAB V ï 57 ) 

 

BAB VI Indikator Kinerja DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil   ( BAB VI – 72 ) 

yang Mengacu Pada tujuan RPJMD   

 

BAB VII Penutup ( BAB VII – 73 ) 

 

 



BAB I - I 
 

BAB I  
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004  tentang 

Sistem Perencanaan Nasional ditegaskan kewajiban daerah menyusun 

Rencana Strategis sangat jelas. Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah juga dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah 

memiliki kewajiban dalam menyusun perencanaan. Perencanaan 

pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pada tingkat 

Perangkat Daerah (PD), dokumen perencanaan pembangunan yang harus 

disusun terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai 

dokumen perencanaan jangka menengah PD, dan Rencana Kerja (Renja) PD 

sebagai dokumen perencanaan tahunan PD. Rencana Strategis (Renstra) PD 

adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. 

Menurut pasal 7 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 dan pada Pasal 

15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Kepala Perangkat Daerah 

(PD) diamanatkan untuk menyiapkan Rancangan Renstra PD sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya, yang penyusunannya berpedoman pada rancangan 

awal RPJMD. Pasal 272 Undang-undang 23 tahun 2014 menyatakan bahwa 

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan 

kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi 

setiap Perangkat Daerah. 

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan kependudukan dan catatan sipil 

perlu didukung oleh suatu perencanaan yang matang, taktis dan strategis untuk 

dijadikan arah dan kebijakan agar dalam menetapkan kegiatan yang akan 

dilakukan tidak menjadi tumpang tindih serta efisien dan efektif dalam 

pelaksanaan.   

Atas dasar tersebut sesuai maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Pemalang menyusun suatu Rencana Strategis ( Renstra ) yang 

memuat visi, misi,  tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil  yang berpedoman pada RPJM Daerah yang bersifat indikatif.  

Rencana Strategis ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis-

strategis untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah yang telah 

dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, 
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sekaligus menjabarkan potret permasalahan daerah yang menjadi kewenangan 

satuan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, disamping itu juga 

memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan 

permasalahan secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan 

APBD dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang ada. 

Proses Penyusunan Rencana Strategis ini adalah  : 

a. Rancangan Renstra disusun menyesuaikan dengan Rancangan Awal 

RPJMD yang memuat visi, misi dan program Kepala Daerah. 

b. Rancangan RenstraPD disampaikan oleh Kepala Bappeda, Kepala Bappeda 

menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD 

dengan menggunakan rancangan RenstraPD sebagai masukan. 

c. Rancangan RPJMD dibahas pada pelaksanaan Musrenbang sebagai 

rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan 

rancangan RPJMD. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah 

di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan 

tugas pembantuan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu menyusun Renstra PD tahun 

2016 -2021dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016 -

2021.  

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

disusun melalui beberapa tahapan, meliputi: (1) Persiapan penyusunan 

Renstra; (2) penyusunan rancangan Renstra dengan berpedoman pada 

rancangan awal RPJMD Kabupaten Pemalang; (3) Verifikasi Rancangan 

Renstra dengan rancangan awal RPJMD; (4) Penyusunan rancangan akhir 

Renstra yang penyusunannya berpedoman pada Peraturan Daerah RPJMD; 

dan (5) Verifikasi Rancangan Akhir Renstra dengan RPJMD. Penyusunan 

Renstra memperhatikan beberapa dokumen perencanaan, seperti Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pemalang, Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis (KLHS) Kabupaten Pemalang; Renstra Kementerian, dan Renstra 

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Catatan Sipil Provinsi 

Jawa tengah.  
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Berikut ini bagan alir penyusunan renstra: 

PENYUSUNAN RPJMD

Persiapan 
Penyusunan 

Renstra-SKPD 

Analisis 
Gambaran 
pelayanan 

SKPD

Perumusan 
Isu-isu 

strategis 
berdasarkan 

tusi

Perumusan 
Strategi dan 

kebijakan 

Perumusan 
rencana kegiatan, 
indikator kinerja, 

kelompok sasaran 
dan pendanaan 

indikatif 
berdasarkan 

rencana program 
prioritas RPJMD

Pengolahan 
data dan 
informasi 

Perumusan 
visi dan misi 

SKPD

Perumusan 
Tujuan 

Perumusan 
sasaran 

Rancangan  
Renstra-SKPD

¶ Pendahuluan
¶ Gambaran pelayanan SKPD
¶ isu-isu strategis  berdasarkan 

tugas pokok dan fungsi
¶ visi, misi, tujuan dan sasaran, 

strategi dan kebijakan 
¶ rencana program, kegiatan, 

indikator kinerja, kelompok 
sasaran dan pendanaan indikatif
¶ indikator kinerja SKPD yang 

mengacu pada tujuan dan 
sasaran   RPJMD.

Perumusan 
indikator kinerja 

SKPD yang 
mengacu pada 

tujuan dan sasaran   
RPJMD

SPM

Renstra-KL
dan Renstra 
Kabupaten/

Kota

SE KDH  ttg Penyusunan 
Rancangan Renstra-SKPD  
dilampiri dengan indikator 

keluaran program dan PAGU 
per SKPD

Penelaahan 
RTRW

Verifikasi
Rancangan 

Renstra SKPD dgn 
Rancangan Awal 

RPJMD

Rancangan Renstra-SKPD

Nota Dinas Pengantar Kepala 
SKPD perihal penyampaian 
Rancangan Renstra-SKPD  

kepada Bappeda 

sesuai

Tidak sesuai

Penyusunan 
Rancangan 

RPJMD 

Pelaksanaan 
Musrenbang 

RPJMD 

Perumusan 
Rancangan 

Akhir RPJMD

Penyempurnaan 
Rancangan 

Renstra-SKPD 

Penetapan 
Renstra-

SKPD

RENSTRA-
SKPD

Penyesuaian 
Rancangan 

Renstra-SKPD 
berdasarkan 

hasil verifikasi  

PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR PENETAPAN 

Verif ikasi 
Rancangan 

Akhir Renstra 
SKPD

Rancangan 
Akhir Renstra 

SKPD

sesuai

Tidak
sesuai

PERDA ttg 
RPJMD

Penelaahan 
KLHS

Renstra-KL
dan Renstra 
Kabupaten/

Kota

Renstra-KL
dan Renstra 
SKPD Prov
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1.2 Landasan Hukum 

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2016 -2021 adalah sebagai berikut : 

1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam  Lingkungan Propinsi  Jawa Tengah (Lembaran 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2757); 

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421);  

5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  

antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438);  

6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan  

Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700);  

7) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang   Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 

8) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang- undang 

NO. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor (5679); 
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9) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai 

Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ( Berita negara Tahun 

1950 Nomor 59); 

10) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578);  

12) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

14) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tat Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ( 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

15) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi  

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4815);  

16) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan 

Tugas pembantuan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697); 

17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara,  

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);  

18) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);  



BAB I - 6 
 

19) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan  

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);  

20) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata 

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 

21) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional tahun 2015 ï 2019 ( Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah;  

23) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2005-2025;  

24) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009ï2029; 

25) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2013ï2018; 

26) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang; 

27) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang  

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang 

Tahun 2005 ï 2025    (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 

Nomor 1); 

28) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang 

Sistem Perencananan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang ( 

Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9); 

29) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 

tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;  

30) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang 

Tahun 2016-2021;  

31) Surat Edaran Bupati Pemalang Nomor : 050/156/Bpp tentang Penyusunan 

Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 

2016 -2021; 
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1.3 Maksud dan Tujuan 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Pemalang Tahun 2016 ï 2021 dimaksudkan sebagai acuan dalam 

merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang 

dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar pelaksanaan 

pembangunan dapat terlaksana secara sistematis, terarah, terpadu dan mencapai 

sasaran yang telah di tetapkan.  

Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang 

Tahun 2016-2021adalah sebagai berikut:  

a. Memberikan arah pembangunan kependudukan dan pencatatan sipil 

Kabupaten Pemalang kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan 

fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk 

mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu ikut mendorong tercapainya sasaran 

pembangunan kependudukan dan pencatatan sipil yang ditetapkan sekaligus 

mengantisipasi dinamika dan perkembangan situasi dan kondisi, lingkungan 

strategis dan kecenderungan global yang berubah dengan cepat. 

b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.  

c. Menyediakan acuan resmi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tiap 

tahunnya. 

d. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja 

tahunan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

e. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun 

program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan terukur. 

f. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Pemalang untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan 

program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Pemalang Tahun 2016 -2021 adalah sebagai berikut : 

Bab I  Pendahuluan  

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan 

Tujuan dan Sistematika Penulisan. 
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Bab II  Gambaran Pelayanan SKPD  

Memuat tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi SKPD, 

Sumberdaya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD dan tantangan dan 

peluang pengembangan pelayanan SKPD 

Bab III I su-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi  

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan 

fungsi pelayanan SKPD, telaahan visi, misi dan program Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilihtelaahan Renstra 

Kementerian Dalam Negeri dan Renstra SKPD Provinsi Jawa 

Tengah, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan 

hidup strategis, dan penentuan isu-isu strategis. 

Bab IV  Visi Misi Tujuan dan Sasaran, Strategi dan  Kebijakan  

Memuat tentang visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka 

menengah SKPDsertastrategi dan kebijakan SKPD. 

Bab V Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok 

Sasaran Dan Pendanaan Indikatif  

Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, 

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. 

Bab VI  Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran 

RPJMD  

Memuat tentang indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan 

dan sasaran RPJMD. 

Bab VII  Penutup  

Memuat tentang kesimpulan atas subtansi renstra secara 

menyeluruh, harapan terhadap hasil yang di inginkan  serta kaidah 

pelaksanaan. 
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BAB  II 

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

 

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

Berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor  53 Tahun 2008 tentang 

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten  Pemalang,  mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam  

melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pendaftaran 

Penduduk dan Catatan Sipil. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang merupakan unsur 

pelaksana Pemerintah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

   Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang  mempunyai fungsi :   

1. Perumusan Kebijakan Teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil ; 

2. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan 

catatan sipil; 

3. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kependudukan dan catatan sipil; 

4. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

di bidang kependudukan dan catatan sipil;  

5. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugas Dinas Kependudukan dan 

Pencatatatan Sipil; 

6. Pelaksanaan  tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 

Menurut Peraturan Bupati Pemalang Nomor 86 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas 

Jabatan Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, 

maka uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut : 

1. Merumuskan kebijakan teknis bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, 

pengkajian dan penyuluhan kependudukan. 

2. Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pendaftaran 

penduduk, pencatatan sipil, pengkajian dan penyuluhan kependudukan meliputi 

perencanaan jangka pendek dan menengah. 

3. Melaksanakan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah bidang 

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengkajian dan penyuluhan kependudukan. 

4. Memfasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi bidang pendaftaran penduduk, 

pencatatan sipil, pengkajian dan penyuluhan kependudukan. 
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5. Menjabarkan perintah atasan baik secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran 

pelaksnaan tugas.  

6. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya agar pekerjaan 

selesai tepat waktu. 

7. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerjaterkait untuk keterpaduan 

pelaksanaan tugas. 

8. Mengelola administrasi Ketatausahaan, Keuangan, perlengkapan, kepegawaian dan 

umum sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk tata tertib administrasi; 

9. Mengorganisasikan pelaksanaan tugas masing- masing bidang dan sekretariat agar 

pekerjaan tepat waktu; 

10.  Mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan dengan cara memberikan petunjuk 

agar tugas menjadi terarah; 

11. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan desentralisasi sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku guna peningkatan pelayanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil; 

12. Menerbitkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk kekuatan hukum 

13. Menyelenggarakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan 

konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan 

informasi administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk 

peningkatan pengetahuan masyarakat, 

14. Menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dianalisa lebih lanjut; 

15. Memfasilitasi pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi 

dan konsultasi serta hasil penyusunan penetapan indikator, proyeksi, dan analisis 

dampak kependudukan guna peningkatan pengetahuan masyarakat; 

16. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, 

pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran 

penduduk dan perlindungan penduduk sesuai ketentuan yang berlaku guna 

pengembangan kependudukan yang berwawasan pembangunan; 

17. Menyelenggarakan pelaksanaan pengkajian pengendalian dan pengembangan 

kualitas penduduk, pengarahan mobilitas dan penataan persebaran penduduk serta 

perlindungan penduduk berwawasan pembangunan secara analitis sebagai bahan 

perumusan kebijakan dan sasaran program; 

18. Menyelenggarakan pelaksanaan kerja sama antar daerah dengan lembaga 

pemerintahan dan organisasi/lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan 

kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, 
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pengarahan mobilitas / penataan persebaran penduduk dan perlindungan 

penduduk, penyusunan kebijakan kependudukan serta administrasi kependudukan 

sesuai ketentuan yang berlaku agar tercipta keharmonisan hubungan antar daerah; 

19. Menyelenggarakan pelaksanaan penyusunan penetapan indikator, proyeksi, dan 

analisis dampak kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku guna peningkatan 

administrasi kependudukan, 

20. Menyelenggarakan pelaksanaan pemeliharaan data hasil kajian dan penyuluhan 

kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku agar terawat dengan baik; 

21. Menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya 

Manusia (SDM) pengelola pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengkajian dan 

penyuluhan kependudukan dengan cara membimbing dan mengarahkan guna 

peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pengelolaan administrasi 

kependudukan; 

22. Menyelenggarakan pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pemantauan dan 

evaluasi pengelolaan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengkajian dan 

penyuluhan kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan 

pelaporan; 

23. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan secara rutin untuk peningkatan kinerja; 

24. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendaftaran 

penduduk, pencatatan sipil, pengkajian dan penyuluhan kependudukan secara 

berkala agar tercapai sasaran dan tujuan yang telah direncanakan; 

25. Menyusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai standar 

akuntansi pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan daerah; 

26. Melaksanakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup dinas 

secara intensif guna optimalisasi pelaksanaan tugas; 

27. Memberikan penilaian kinerja bawahan sesuai ketentuan yang berlaku guna 

peningkatan kinerja; 

28. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai peraturan yang berlaku 

sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas; 

29. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan 

keputusan; 

30. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten  Pemalang terbentuk  

berdasarkan   Peraturan   Daerah  Kabupaten  Pemalang Nomor    12  Tahun 2008 

tanggal 27 Maret 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Kabupaten Pemalang  Kabupaten  Pemalang.  Berdasarkan  Peraturan  Daerah 
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tersebut Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Pemalang  adalah : 

a. Kepala; 

b. Sekretariat,  terdiri dari : 

1. Subbagian Perencanaan; 

2. Subbagian Keuangan; 

3. Subbagian Umum. 

c. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari: 

1. Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk; 

2. Seksi Pengelolaan Data Pendaftaran Penduduk; 

3. Seksi Mutasi dan Pelaporan Data Penduduk. 

d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari : 

1. Seksi Pelayanan Akta Catatan Sipil; 

2. Seksi Pencatatan dan Penerbitan Akta Catatan Sipil; 

3. Seksi Dokumentasi Akta Catatan Sipil. 

e. Bidang Pengkajian dan Penyuluhan Kependudukan, terdiri dari; 

1. Seksi Pengkajian dan Koordinasi Kependudukan; 

2. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Kependudukan. 

f. UPTD 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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SUSUNAN ORGANISASI 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 

KABUPATEN PEMALANG 
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2.2 SUMBER DAYA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN 

PEMALANG 

Kondisi kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Pemalang sampai dengan akhir bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut : 

a. Sumber Daya Manusia 

Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi 

terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance 

digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, 

transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, 

akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan 

kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus 

menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di 

masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi 

strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu 

daerah akan dibawa. 

Pemerintah Daerah adalah pelaksana kebijakan publik yang mengemban 

tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, 

oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang 

cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah 

operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. 

Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas. Dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Pemalang memiliki sumberdaya manusia dalam jumlah dan 

kapasitas yang kurang memadai. 

 

 

Grafik 2.2. 

Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin 
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Pada Tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Pemalang mempunyai  64 orang Pegawai Negeri yang terdiri atas PNS Laki- laki  

sebanyak 41 orang dan PNS Perempuan  sebanyak 23 orang. Sedangkan bila dilihat 

prosentasenya  sebagian besar merupakan pegawai laki-laki yaitu sebanyak 64,06 % 

dan sisanya sebanyak 35,94 % merupakan pegawai perempuan.  

Dari seluruh jumlah pegawai tersebut sebanyak 16 orang pejabat struktural 

dan 48 orang staf fungsional umum, dengan komposisi 25 % pejabat struktural dan 

75 % non struktural. Dengan komposisi pegawai tersebut diatas,Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang sebagai Instansi yang 

menyelenggarakan Pelayanan langsung masyarakat belum memadai sehingga 

harus menambah SDM, utamanya yang mempunyai keahlian dibidang IT. 

 

Tabel 2.1 

Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Struktural Tahun 2016 (orang) 

No
. 

J a b a t a n  J u m l a h  Laki - laki  Perempuan  

1. Kepala 1 1 - 

2. Sekretaris 1 1 - 

3. Kepala Bidang 3 2 1 

4. Kepala Sub Bagian 3 1 2 

5. Kepala Seksi 8 5 3 

6. Staf Fungsional Umum 48 31 17 

 JUMLAH  64  41  23  

 

 

Namun  apabila data dirinci  menurut pendidikan pada tiap golongan 

menunjukkan bahwa PNS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Pemalang sebagian terbesar adalah lulusan SLTA yang terdapat pada 

Golongan II dan III yaitusebanyak 50%. Rincian detail pegawai menurut pendidikan 

dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.2 

Daftar Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Golongan 

Tahun 2016 

No Pendidikan  Gol I  Gol II  Gol III  Gol IV  Jumlah  

1 SD - 1 - - 1 

2 SMP 2 1 - - 3 

3. SLTA - 19 13 - 32 

4. Diploma III  - 2 2 - 4 

5. Sarjana - - 17 3 20 

6. Pasca Sarjana - -  4 4 

 Jumlah 2 23 32 7 64 
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Bila pegawai yang menduduki jabatan struktural yang dirinci menurut 

pendidikan menunjukkan bahwa PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Pemalang masih didominasi lulusan S1 yaitu sebanyak 43,75 %, 

sementara untuk lulusan S 2 sebesar 25 %, data tersebut sebagaimana dapat dilihat 

dalam tabel berikut. 

Tabel 2 
Perincian Personil Berdasarkan Jabatan Struktural 

 

 

N

NO. 

 

INSTANSI 

PENDIDIKAN 

J
U

M
L

A
H 

S
 D

 

S
L

T
P 

S
L

T
A 

S
A

R
M

U
D 

S
 1

 

S
 2

 

1. Kepala Dinas - - - - 1 - 1 

2. Sekretaris - - - - - 1 1 

3. Kepala Bidang - - - - 2 1 3 

4. Kepala Seksi - - 1 1 7 2 11 

Jumlah  -  -  1 1 10 4 16 

 

 

b. Sumber Daya Aset / modal 

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok  dan fungsinya, Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilengkapi dengan sarana dan prasarana 

berupa tanah dan bangunan, inventarisasi kendaraan dinas dan fasilitas lainnya. 

Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam 

kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara 

optimal. Sampai dengan akhir Desember 2015 sarana kerja yang dimiliki Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang adalah seperti pada tabel 

berikut : 
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Tabel 4 
Sarana dan Parasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

 

No.  NAMA BARANG  JUMLAH  

1. 

2. 

3. 

Luas tanah 

Mobil  

Sepeda Motor 

1.510 m2 

5 buah 

31 buah 

4. Alat kantor dan rumah tangga 1308 buah 

5. Alat komunikasi 3 buah 

6. Buku Perpustakaan  184 buah 

7. Jaringan computer 1 paket 

8. Komputer 64 unit 

9. Perlengkapan computer dan jaringan 
komputer  

236 buah 

10. Bangunan Gedung 1 Lokal 

 

Dari sarana prasarana yang ada sebagian besar dalam kondisi baik dan 

digunakan untuk : 

1. Pendukung operasional administrasi perkantoran PD 

2. Pendukung operasional layanan publik penyelenggaraan administrasi   

kependudukan antara lain : 

ü Counter Layanan 

ü Nomor Antrian Elektronik 

ü Toilet bagi pengunjung  

ü Signed informasi publik (layanan, biaya pengurusan dokumen, informasi 

pengaduan dan lain-lain) 

ü Meja informasi 

ü Smoking 

ü Musholla 

 

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  

KABUPATEN PEMALANG 

Meningkatnya pertumbuhan penduduk memberikan dampak yang cukup besar 

antara lain peningkatan pelayanan diberbagai bidang pembangunan baik kesehatan, 

pendidikan, lapangan pekerjaan dan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan 

sipil. Sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan, meliputi 
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pendaftaran penduduk, pengelolaan data-informasi kependudukan, patut menjadi 

perhatian untuk mewujudkannya.  

Terkait dengan hal tersebut maka gambaran pelayanan yang dilakukan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2011 ï 2015 meliputi : 

1. Kepemilikan KTP pada tahun 2011 ï 2015 mengalami kenaikan dari 86,8 % menjadi 

95  %, kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Pemalang sudah 

memiliki kesadaran untuk memilki KTP, pelayanan Disdukcatpil pada Kepemilikan 

KTP Meningkat.  

2. Rasio Bayi Berakta Kelahiran pada jangka 5 ( lima ) tahun yaitu pada periode 2011-

2015 mengalami peningkatan yang stabi, pada tahun pertama yaitu Tahun 2011 

86,4% dan pada tahun ke 5 yaitu tahun 2015 adalah 94 %, hal ini disebabkan oleh 

faktor kesadaran masyarakat akan arti pentingnya memiliki akte kelahiran untuk 

anaknya.   

3. Persentase Kepemilikian KTP Bagi Wajib KTP dari tahun 2011 sampai dengan tahun 

2015 memiliki peningkatan yang bagus, hal ini dikarenakan sosialisasi ï sosialisasi 

dan pelayanan ke basis-basis wajib KTP seperti sekolah gencar dilakukan, akhirnya 

masyarakat yang sudah wajib KTP segera mengurus KTP. 

4. Kepemilikan akte kelahiran bagi semua penduduk di Kabupaten Pemalang masih 

belum mencapai 100 %.  Hal ini dapat dilihat dari persentase kepemilikan akte 

kelahiran sampai 2015 masih 70 %, artinya belum semua warga Kabupaten 

Pemalang mengurus Akta Kelahirannya. 

5. Ketersediaan database kependudukan skala propinsi sudah tersedia sejak tahun 

pertama periode 2011-2015, hal ini didukung dengan infrastruktur yang ada. 

6. Penetapan KTP Nasional Berbasis NIK sudah diterapkan sejak tahun 2011 

7. Masing-masing Kecamatan se-Kabupaten sudah terdapat/tersedia tempat 

perekaman data Kependudukan sejak 2011 

8. Untuk kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 sudah 

mencapai 95,5 %. 

Selengkapnya untuk gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 2.5 

Gambaran Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil 

Tahun 2011 – 2015 

NO INDIKATOR  
CAPAIAN  

2011  2012  2013  2014  2015  

1. 
Rasio penduduk ber KTP per 
satuan penduduk 

86,8   88 90,9 93,9 95 

2. Rasio bayi berakte kelahiran 86,4 88,7   90,8 92,5 94 

3. 
Presentase Kepemilikan KTP bagi 
wajib KTP (%) 

86,84 88,88 90,92 92,96 95 

4. 
Presentase Kepemilikan Akte 
Kelahiran 

62 64 66 68 70 

5. 
Ketersediaan data base 
kependudukan skala propinsi 

Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah 

6. 
Penerapan KTP Nasional berbasis 
NIK 

Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah 

7. 

Jumlah tempat perekaman data 
kependudukan kecamatan yang 
terhubung dengan jaringan SIAK 
(Kecamatan) 

14 14 14 14 14 

8. 
Presentase kepemilikan KK bagi 
setiap keluarga di Kabupaten 
Pemalang 

82,50 85,5 88,5 92,5 95,5 

Sumber Data : Data Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan SipilDinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.  

 

Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa pelayanan KTP dan 

akte kelahiran sudah berjalan dengan baik, namun belum mencapai target maksimal. 

Hal ini dikarenakan masih menghadapi kendala-kendala antara lain belum optimalnya 

dukungan sarana dan prasarana kependudukan dan cacatan sipil  serta tingkat 

kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil belum 

sesuai harapan. Oleh karena itu peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan 

Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai nilai yang sangat strategis. Hal ini 

mengingat penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan catatan sipil mempunyai 

peran sangat penting dan dibutuhkan masyarakat, tuntutan dan harapan masyarakat 

akan meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil  

semakin besar, oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah strategi untuk 

mengantisipasi permasalahan tersebut antara lain dengan peningkatan kemampuan 

aparat serta dukungan sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil yang lebih 

handal, cepat dan akurat. 

Sedangkan capaian realisasi anggaran dan pendanaan pelayanan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 
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Tabel : 6  

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang  

No

. 

Indikator Kinerja 

Sesuai Tugas Pokok 

dan Fungsi SKPD  

Target Sesuai 

Indikator  
Target Renstra Tahun ke -  Realisasi Capaian Target ke -  % Capaian Tahun ke -  

SPM IKK  Lain

nya  

2011  

 

2012  2013  2014  2015  2011  2012  2013  2014  2015  2011  2012  2013  2014  2015  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  (19)  (20)  

1.  % Penduduk ber-KTP 

Persatuan Penduduk 

100

%  

  86,8 88 90,9 93,9 95 87,5  90  91,43  95,99  95  87,5  90  91,93  95,99  95  

2.  % Kepemilikan Bayi 

Berakta Kelahiran 

100

%  

  86,4 88,7 90,8 92,5 94 87,24  82,09  86,78  94,72  80  87,24  82,09  86,78  94,72  80  

3.  % Kepemilikan KTP 

bagi Wajib KTP 

   86,84 88,88 90,92 92,96 95 86,84  88,88  90,92  92,96  95  86,84  88,88  90,92  92,96  95  

4.  % Kepemilikan Akta 

Kelahiran  

100

%  

  62 64 66 68 70 62,8  70,85  74,42  77,17  70  62,8  70,85  74,42  77,17  70  

5.  % Ketersediaan 

Database 

Kependudukan Skala 

Provinsi 

   Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah  Sudah  Sudah  Sudah  Sudah  100  100  100  100  100  
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6.  % Penerapan KTP 

Nasional Berbasis NIK 

   Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah  Sudah  Sudah  Sudah  Sudah  100  100  100  100  100  

7.  Jumlah tempat 

Perekaman Data 

Kependudukan Kec. 

Yang terhubung 

dengan Jaringan SIAK 

(Kec) 

   14 14 14 14 14 14  14  14  14  14  100  100  100  100  100  

8.  % Kepemilikan Kartu 

Keluarga 

100

%  

  82,50 85,50 88,50 92,50 95,50 89,3  85,5  89,9  95,38  95,5  89,3  85,5  89,9  95,38  95,5  

9.  % Pasangan berakta 

nikah*  

100

%  

  _ 

 

_ _ _ _ 5,9  5,11  5,14  4,18  4,3  _ _ _ _ _ 

10

. 

% Kepemilikan Kartu 

Keluarga 

100

%  

  2,50 85,50 88,50 92,50 95,50 89,3  85,5  89,9  95,38  95,5  89,3  85,5  89,9  95,38  95,5  

11

. 

% Kepemilikan Akta 

Kematian* 

100

%  

  _ _ _ _ _ 0,46  0,50  0,57  0,64  20  _ _ _ _ _ 
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Tabel : 7  

Tabel 2.2 Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan  Dinas Kependudukan dan  

Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang  2011 -  2015  

Uraian  

Anggaran pada Tahun ke - Realisasi Anggaran pada Tahun ke - Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke - 
Rata - rata 

Pertumbuhan  (%)  

2011  2012  2013  2014  2015  2011  2012  2013  2014  2015  2011  2012  2013  2014  2015  
Anggar

an 
Realisasi  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  

                  

Pendaftara

n 

Pendudulk 

dan 

Catatan 

Sipil  

4.768.982.000  4.493.425.000  4.214.800.000  5.036.358.000  4.366.784.000  4.529.262.412  4.054.765.608  4.055.761.643  4.685.079.743  4.164.706.876  94,97  90,24  96,23  93.03  95 ,37  ( - ) 1,5  ( - ) 1,4  
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Pada tabel 7 dapat disimpulkan selama 5 tahun yaitu dari tahun 2011 sampai 

dengan Tahun 2015 secara keseluruhan bahwa Indikator Kinerja Utama Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, memperoleh rasio 

capaian kinerja melebihi target yang ditentukan, salah satunya pada Indikator 

Kinerja Utama Kepemilikan akte kelahiran sudah melampaui target yang  telah 

ditentukan. 

2.4  TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD 

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam kependudukan dan 

pencatatan Sipil maka gambaran umum pelayanan yang diberikan Dinas 

Kependudukan dan PencatatanSipil meliputi : 

1. Pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan peristiwa 

kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk. 

2. Pencatatan Peristiwa Penting 

3. Penerbitan Dokumen hasil Pendaftaran Penduduk, meliputi : 

- Biodata penduduk 

- Kartu Keluarga (KK) 

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 

- Surat keterangan kependudukan 

4. Penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil, meliputi : 

- Akta Kelahiran 

- Akta Kematian 

- Akta Perkawinan 

- Akta Perceraian 

- Akta Pengakuan Anak 

5. Perubahan akta catatan sipil karena terjadinya peristiwa penting,meliputi : 

- Pengangkatan anak 

- Pengesahan anak 

- Perubahan nama 

- Perubahan kewarganegaraan 

- Peristiwa penting lainnya 

Dari gambaran dan kondisi yang ada terkait dengan pelayanan kependudukan 

dan pelayanan sipil maka Tantangan dan peluang yang dihadapai oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang adalah sebagai 

berikut : 

2.4.1 Tantangan  

a. Sebaran penduduk yang tidak merata diseluruh wilayah. 

b. Perpindahan penduduk yang cukup tinggi 
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c. Kurang pedulinya masyarakat dalam mengurus administrasi 

kependudukan. 

d. Melakukan peningkatan/perbaikan proses perencanaan 

program/kegiatan setiap tahunnya, mulai dari proses awal hingga akhir 

perencanaan sertamemaksimalkan penyelarasan kegiatan Dinas yang 

mengacu pada Renstra dan RPJMD. 

e. Mewujudkan teknologi informasi yang terintegrasi antar jenis layanan  

pendaftaran penduduk dengan jenis layanan pencatatan sipil   

f. Mengedepankan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan 

administrasi kependudukan yang mutakhir mengacu pada spesifikasi 

pemerintah pusat  

g. Melaksanakan penyusunan peraturan yang menindaklanjuti peraturan 

di atasnya serta selalu diikuti dengan sosialisasi intern dan ekstern 

h. Tuntutan masyarakat, instansi pemerintah dan perusahaan swasta 

lainnya untuk memperoleh layanan data kependudukan yang cepat, 

tepat, akurat dan terpadu semakin tinggi, sehingga rentan terhadap 

berbagai keluhan. 

2.4.2 Peluang  

a. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang mendukung 

kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

b. Mengembangkan model-model pelayanan yang mengarah pada inovasi 

pelayanan (oneday service, holiday service, pelayanan jemput 

bola/pickup service) 

c. Mengembangkan optimalisasi kualitas pelayanan 

d. Paralel service untuk masyarakat yang berusia 17 tahun 

e. Mengembangkan teknologi 

f. Meningkatkan kesejahteraan pegawai 

g. Meningkatkan kompetensi pegawai sesuai dengan persyaratan jabatan 

h. Meningkatkan tertib administrasi Kependudukan 

i. Mensosialisasikan administrasi kependudukan kepada masyarakat 

j. Adanya peluang dana dari pemerintah pusat kepada daerah untuk 

mengajukan anggaran bagi peningkatan pelayanan administrasi 

kependudukan; 

k. Potensi sumber daya manusia belum banyak digali dan diberdayakan 

secara maksimal; 

l. Koordinasi berbagai instansi yang memerlukan data kependudukan akan 

semakin baik dengan adanya SIAK terpadu 
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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang 

Permasalahan pada masing-masing program sesuai dengan kewenangan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:  

1. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan 

kepada masyarakat. Kendala ini memang menjadi salah satu tantangan 

berat bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena semakin 

banyaknya masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan dalam 

keterbatasan jumlah personil dalam pelayanan. Perpindahan penduduk 

menuju KabupatenPemalang menjadi salah satu penyebab dari 

meningkatnya permintaan pelayanan yang meningkat, sedangkan jumlah 

petugas pelayanan terbatas. Selain keterbatasan dari sisi kuantitas, kualitas 

SDM juga menjadi dalah satu kendala yang harus diminimalisir.  

2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen 

kependudukan. Masih banyak masyarakat yang memandang dokumen 

kependudukan adalah sebuah dokumen yang kurang penting untuk diurus. 

Masyarakat mengurus dokumen kependudukan setelah mereka benar-benar 

membutuhkan dokumen tersebut.  

3. Cakupan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masih 

perlu ditingkatkan. Validitas data penduduk masih rendah. Validitas data bisa 

disebabkan oleh faktor penduduk dan faktor aparat. Penduduk sering 

mengabaikan isian data pada formulir pengurusan data kependudukan, 

sehingga data tidak lengkap atau data janggal.Sementara itu, aparat 

pengelola layanan pengurusan kependudukan juga kurang tegas memeriksa 

validitas data.Kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi 

kependudukan masih kurang.Hal ini ditunjukkan rasio kepemilikan dokumen 

kependudukan (KTP, KK, Akte pernikahan, akte perceraian, akte kelahiran, 

akte kematian) belum mencapai 100% 

 

3.2 Telaah Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Serta Pokok-Pokok Pikiran 

DPRD. 

Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang 

Visi Bupati ï Wakil Bupati Pemalang terpilh Tahun 2016 ï 2021, ditetapkan 

sebagai visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang 

Tahun 2016 ï 2021  adalah: 
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“TERWUJUDNYA PEMALANG HEBAT YANG BERDAULAT, 

BERJATIDIRI, MANDIRI DAN SEJAHTERA” 

 

Misi merupakan upaya umum tentang bagaimana cara mewujudkan Visi.  Misi 

juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus ada dan 

bagaimana komitmen terus dijaga oleh segenap stakeholders selaku pemangku 

kepentingan dalam pembangunan. Penjabaran misi RPJMD Kabupaten 

Pemalang Tahun 2016-2021 dilakukan dengan meyelaraskan misi kepala 

daerah terpilih dengan misi RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025. 

Penjabaran misi pembangunan KabupatenPemalang Tahun 2016-2021 

dirumuskan sebagai berikut:  

1. Pemalang Hebat 

Terwujudnya Pemalang Hebat merupakan suatu kondisi dimana 

harapan, keinginan, cita-cita yang diharapkan menjadi ada. Pemalang 

Hebat merupakan ultimate goal yang dicita-citakan dan yang dibangun dari 

kondisi Pemalang yang berdaulat, berjatidiri, mandiri dan 

sejahtera.Pemalang Hebat juga menjadi tagline pembangunan daerah dalam 

memacu semangat, percepatan dan sinergitas para stakeholders terkait 

dalam mengupayakan perwujudan pembangunan Pemalang. 

2. Berdaulat  

Berdaulat diartikan sebagai kemampuan pemerintah dan masyarakat 

Pemalang yang mampu membangun, mengatur dan mengurus kepentingan 

daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah 

mufakat dan gotong royong, dengan tetap memperhatikan sinergitas 

pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik serta penegakan 

supremasi hukum. 

3. Berjati Diri 

Berjatidiri diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang memiliki 

keunggulan yang berbasis local wisdom/local value dengan menumbuhkan 

kembali seni dan kebudayaan asli daerah sebagai landasan pembentukan 

jati diri dan kepribadian masyarakat yang agamis, toleran, harmonis dan 

saling menghormati. 

4. Mandiri 

Mandiri diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang mengandalkan dan 

mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang dimiliki,meningkatkan sarana 

prasarana infrastruktur dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi 

berbasis kewilayahan, pengembangan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan 
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pangan berbasis sumberdaya lokal. 

5. Sejahtera 

Sejahtera diartikan sebagai kondisi masyarakat Pemalang yang berkualitas, 

peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat yang didukung 

daya saing masyarakat dan keberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak. Indikator yang dapat digunakan untuk menilai kinerja Visi Kabupaten 

Pemalang adalah sebagai berikut: 

 

No Indikator  

Capaian Kinerja  

Capaian Awal Tahun  
Capaian Akhir 

Tahun  

1 Pertumbuhan Ekonomi 5.43 5.48 

2 Laju Inflasi 3.52 5.6-6.0 

3 PDRB Per Kapita 11.367.993,38 15.156.018,76 

4 Indeks Gini 0,24 ( Tahun 2014 )  0,20 

5 Persentase Penduduk Miskin 18,44 ( Tahun 2014 )  15,4 

6 Indeks Pembangunan Manusia 63,70 66,7 

7 Indeks Pembangunan Gender 83,85 ( Tahun 2014 )  85, 89 

8 Indeks Pemberdayaan Gender 68,41 ( Tahun 2014 )  71,17 

9 Tingkat Pengangguran Terbuka 7,13 6,87 

 

Misi RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 

Rumusan misi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang 

Tahun 2016-2021 dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor 

lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi 

serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam 

pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau 

langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. 

Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang 

sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud 

yang ingin dijelaskan. Berangkat dari penjelasan diatas, maka untuk mencapai 

Visi Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 tersebut, akan ditempuh melalui 

tujuh (7) misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 yaitu 

sebagai berikut: 
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3.3 Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

KabupatenPemalang 

Pokok-pokok pikiran DPRD terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenPemalang periode ketiga tahun 

2016-2021 yang berisi tentang harapan DPRD dan target-target akhir dari 

RPJMD pada tahun 2021 untuk Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil adalah: 

1. Tercapainya SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri (KTP dan Akte 

Kelahiran 100%); 

2. Tersedianya sarana dan prasarana yang reprensentatif untuk meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat; 

3. Terdokumentasinya dengan baik dan valid seluruh data kependudukan dan 

perubahannya; 

4. Tersedianya sarana dan prasarana bagi difabel; 

5. Menambah mobil keliling untuk pelayanan masyarakat; 

6. Meningkatkan kinerja SDM petugasnya. 

 

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS 

Dalam penyelenggaran pemerintahan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan kependudukan dan 

pencatatan sipil, maka terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan 

Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung 

dengan perubahan pola ruang dan struktur ruang, sehingga tidak ada 

pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas. Berdasarkan kajian 

lingkungan hidup strategis pelayanan kependudukan catatan sipil tidak 

menimbulkan dampak lingkungan, sosial dan ekonomi. Semua penduduk baik 

miskin maupun tidak dilayani dengan baik dan tidak dipungut biaya dalam 

pengurusan administrasi kependudukan. 

 

3.5 Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Dinas Tenaga Kerja 

Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah 

1. Visi dan Misi Pembangunan Nasional 

Visi pembangunan Nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: 

“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri danBerkepribadian 

Berlandaskan Gotong-Royong” 

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu: 

a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan 

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber 
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daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara 

kepulauan. 

b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis 

berlandaskan negara hukum. 

c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai 

negara maritim. 

d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju,dan 

sejahtera. 

e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 

f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri,maju, kuat, 

dan berbasiskan kepentingan nasional. 

g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia 

yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi,dan 

berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas 

dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut 

NAWA CITA. 

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsadan 

memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola 

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkua tdaerah-daerah 

dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan 

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat,dan terpercaya. 

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional 

sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-

bangsa Asia lainnya. 

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor 

strategis ekonomi domestik. 

8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 

 

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai 

kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan 

fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Kementerian Dalam 

Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam 
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Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan 

arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, 

serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan 

kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi 

yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri. 

Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam 

Negeri yaitu:  

“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya 

Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, 

Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa” 

Beberapa kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam 

Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri: 

Poros atau sumbu atau titik keseimbangan, dapat dimaknai bahwa 

Kementerian Dalam Negeri agar memposisikan sebagai yang terdepan 

dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi 

jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan 

pengawasan secara optimal dan efektif. Hal ini sesuai tugas dan fungsinya, 

yaitu menangani urusan Pemerintah di bidang penyelenggaraan 

pemerintahan dalam negeri. 

2. Meningkatkan Pelayanan Publik:  

Kementerian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan 

publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap 

penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dalam 

melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat, 

khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah. 

3. Menegakkan Demokrasi: 

Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis 

untuk berada di tengah masyakarat, para pemangku kepentingan, 

organisasi kemasyarakatan, dan lembaga Pemerintahan dalam upaya 

penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik 

masyarakat. 

4. Menjaga Integrasi Bangsa:  

Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan 

pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan 

rasa cinta tanah air di tengah kebhinekaan, Kementerian Dalam Negeri 

memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  
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5. Penguatan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis 

untuk mewujudkan penyelenggaran pemerintahan daerah good goverment, 

clean goverment melalui peningkatan kapasitas aparatur perancang 

kebijakan daerah.  

 

Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah 

yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan 

pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya di bidang 

urusan dalam negeri. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri 

didukung oleh segenap unit kerjayang secara konsisten dan penuh tanggung 

jawab harus bersinergi guna mewujudkan Visi dimaksud.  

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi 

Kementerian Dalam Negeri, yaitu: 

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat 

pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan 

persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa 

dan stabilitas dalam negeri. 

2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum 

melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, 

dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi 

kependudukan. 

3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah 

melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang 

akuntabel dan berpihak kepada rakyat. 

4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar 

wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan 

memperkuat daerah dan desa serta perbatasan. 

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan 

didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam 

rangka pemantapan pelayanan publik. 

6. Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan 

pemerintahan daerah.   

 

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai 

Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019, sebagai berikut:   
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T1: Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui 

pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai 

tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara; 

T2: Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola 

pemerintahan dan pembangunan di Daerah; 

T3: Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah; 

T4: Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan 

pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan 

pembangunan desa; 

T5: Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan 

terpercaya;dan 

T6: Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri. 

T7: Peningkatan tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. 

 

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi 

indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan 

Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, yaitu: 

1. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam ñKokohnya persatuan dan kesatuan 

serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan 

kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegaraò 

(T1), adalah:  

a. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa; 

b. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan 

demokrasi yang berkualitas. 

2. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam ñPeningkatan kualitas 

penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di 

Daerahò (T2), adalah: 

a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; 

b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan 

pembangunan daerah;dan 

c. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam 

pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah. 

3. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam ñPeningkatan kualitas pengelolaan 

keuangan pemerintah daerahò (T3) adalah meningkatnya kualitas pengelolaan 
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keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan 

kompetitif. 

4. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam ñOptimalisasi penyelenggaraan 

pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat 

dan mendorong percepatan pembangunan desaò (T4), adalah meningkatnya 

kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam 

pelayanan masyarakat. 

5. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam ñPeningkatan kualitas pelayanan 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database 

yang akurat dan terpercayaò (T5), adalah: 

a. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar 

penerbitan dokumen kependudukan; 

b. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi 

pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional. 

6. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam ñPeningkatan tata kelola dan 

kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeriò (T6), adalah: 

a. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam 

Negeri;  

b. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan 

dalam negeri; 

c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam 

Negeri; 

d. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi. 

7. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam ñpeningkatan tertib dan kepastian 

hukum penyelenggaraan pemerintahan daerahò(T7), adalah: 

a. Meningkatnya kualitas aparatur perancang kebijakan daerah; 

b. Optimalnya penanganan penyelesaian permasalahan hukum; 

c. Meningkatnya kualitas produk hukum daerah; 

d. Terhimpunya dokumentasi dan informasi produk hukum. 

 

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis: 

Tujuan Sasaran Strategis 

1. Kokohnya persatuan dan kesatuan 
serta karakter bangsa melalui 
pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 
1945, dan kebhinekaan sebagai 
tatanan dan perilaku hidup berbangsa 
dan bernegara 

1. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan 
bangsa; 

2. Terpeliharanya stabilitas politik dalam 
negeri dalam rangka mewujudkan 
demokrasi yang berkualitas. 

 

2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan 
urusan dan tata kelola pemerintahan di 
Daerah 

3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan 
otonomi daerah untuk mencapai 
kesejahteraan masyarakat dan 
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Tujuan Sasaran Strategis 

mendorong pertumbuhan ekonomi 
daerah; 

4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 
dalam penyelenggaraan pembangunan 
daerah; 

5. Menguatnya peran Gubernur sebagai 
Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan 
koordinasi pembinaan dan pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan di 
daerah. 

3. Peningkatan kualitas pengelolaan 
keuangan pemerintahan daerah 

6. Meningkatnya kualitas pengelolaan 
keuangan daerah yang partisipatif, 
transparan, efektif , efisien, akuntabel 
dan kompetitif.  

4. Optimalisasi penyelenggaraan 
pemerintahan desa dalam memberikan 
pelayanan prima kepada masyarakat 
dan mendorong percepatan 
pembangunan desa 

7. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas 
penyelenggaraan pemerintahan desa 
dalam pelayanan masyarakat. 
 
 

5. Peningkatan kualitas pelayanan 
administrasi kependudukan dan 
pencatatan sipil, dengan dukungan 
database yang akurat dan terpercaya 

8. Meningkatnya kualitas database 
kependudukan nasional sebagai dasar 
penerbitan dokumen kependudukan; 

9. Meningkatnya pendayagunaan database 
kependudukan nasional bagi pelayanan 
publik dan kepentingan pembangunan 
nasional. 

6. Peningkatan tata kelola dan kualitas 
kelembagaan Kementerian Dalam 
Negeri 

10. Meningkatnya efektivitas dan 
produktivitas kerja Kementerian Dalam 
Negeri; 

11. Meningkatnya kapasitas dan 
profesionalisme aparatur bidang 
pemerintahan dalam negeri; 

12. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan 
keuangan Kementerian Dalam Negeri; 

13. Meningkatnya kinerja dalam mendukung 
Reformasi Birokrasi. 

7. Peningkatan tertib dan kepastian 
hukum penyelenggaraan pemerintahan 
daerahò 

14. Meningkatnya kualitas aparatur 
perancang kebijakan daerah; 

15. Optimalnya penanganan penyelesaian 
permasalahan hukum; 

16. Meningkatnya kualitas produk hukum 
daerah; 

17. Terhimpunnya dokumentasi dan 
informasi produk hukum. 

 

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian 

Dalam Negeri 2015-2019 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan 

Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Arah 

Kebijakan dan Strategi sebagai berikut: 

1. Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan sistem 

politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, 

melalui strategi: 
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a. Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan 

politik; 

b. Penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan; 

c. Peningkatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan serta 

lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan; 

d. Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; 

e. Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan gangguan 

keamanan dalam negeri; 

2. Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan, melalui 

strategi:  

a. Penyusunan dan penataan regulasi administrasi kewilayahan; 

b. Peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam 

pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah; 

c. Penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi; 

d. Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perKabupatenan 

dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar; 

e. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) 

negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat; 

3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, 

melalui strategi: 

a. Percepatan penerbitan regulasi dan kebijakan sebagai tindak lanjut 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

b. Peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah; 

c. Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas Pimpinan dan aparatur 

secara efektif dan proporsional dalam mendukung penyelenggaraan 

pemerintahan daerah; 

d. Peningkatan kemampuan dan prakarsa pemerintahan daerah terhadap 

pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan otonomi daerah; 

e. Peningkatan kinerja pemerintahan daerah otonom baru; 

f. Peningkatan keberhasilan penerapan kebijakan otsus/keistimewaan 

daerah; 

g. Harmonisasi dan penataan produk hukum daerah agar selaras dengan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan 

dengan kepentingan umum. 

4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, 

transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif, melalui strategi: 
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a. Mendorong penetapan Perda tentang APBD 

Provinsi/Kabupaten/Kabupaten secara tepat waktu; 

b. Mendorong penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD Provinsi/Kabupaten/Kabupaten secara tepat waktu; 

c. Mendorong Peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah 

dalam APBD; 

d. Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual di Daerah; 

e. Peningkatan kualitas belanja pada APBD yang berorientasi pada 

pelayanan masyarakat, terutama untuk pembangunan infrastruktur, 

pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan; 

f. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Barang Milik 

Daerah (BMD); 

g. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan 

kemampuan fiskal daerah. 

5. Meningkatkan kualitas pembangunan daerah sebagai bagian integral dari 

pembangunan nasional, melalui strategi: 

a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;  

b. Mendorong harmonisasi, keselarasan, dan sinergitas pembangunan antar 

Daerah serta antara Pusat dan Daerah; 

c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 

daerah; 

6. Mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah, 

melalui strategi: 

a. Percepatan penyelesaian dan fasilitasi penyusunan regulasi terkait SPM; 

b. Penerapan indikator utama SPM di daerah; 

c. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, 

mencakup 6 urusan wajib dasar, 18 urusan wajib non dasar, dan 8 

urusan pilihan; 

d. Penyelesaian perselisihan antar daerah terkait dengan urusan 

pemerintahan; 

7. Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah, melalui 

strategi: 

a. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah; 

b. Penguatan kelembagaan PTSP di Daerah; 

c. Peningkatan kualitas dan cakupan daerah yang menerapkan Pelayanan 

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); 
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d. Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong 

Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta aparat dan 

kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya 

kebakaran, termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM; 

8. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam 

memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui 

strategi: 

a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Peningkatan akuntabilitas, efektifitas, dan transparansi pengelolaan 

keuangan dan aset desa; 

c. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan 

desa; 

d. Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerjasama desa; 

e. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan 

Desa; 

9. Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan database kependudukan nasional, 

melalui strategi:  

a. Penyediaan database kependudukan secara akurat dan terpadu dalam 

pelayanan kepada masyarakat; 

b. Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el secara nyata 

dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung 

penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak; 

c. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan; 

d. Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan 

sipil; 

10. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan melanjutkan 

reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui 

strategi: 

a. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan; 

b. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur; 

c. Penyediaan sistem informasi yang terintegrasi; 

d. Peningkatan kualitas pelayanan publik; 

e. Peningkatan kualitas kelitbangan dalam perumusan kebijakan; 

f. Peningkatan kualitas pendidikan dan alumni IPDN. 

11. Penguatan Produk dan Bantuan Hukum dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, melalui strategi: 

a. Peningkatan kapasitas perancang peraturan perundang-undangan; 
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b. Peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan pusat dan daerah; 

c. Peningkatan kapasitas aparatur dalam penanganan perkara; 

d. Peningkatan kualitas dokumentasi dan informasi hukum; 

e. Peningkatan kualitas aparatur dalam memberikan konsultasi dan 

pendapat hukum 

 

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, telah 

ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan. 

Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Rincian 

indikator dan target pada masing-masing program dan kegiatan, sebagaimana 

disampaikan pada lampiran Renstra ini. Adapun untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan Program diukur dengan 

Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program. 

 

No 
Tujuan/ Sasaran 

Strategis  
Indikator  

Target 

2015  
Target 2019  

Unit 

Pelaksana  

1 Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai 

Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan 

bernegara 

Terpeliharanya 

persatuan dan 

kesatuan bangsa  

Jumlah peristiwa 

konflik sosial  

Ò 83 

peristiwa 

Ò 83 peristiwa Ditjen 

Politik dan 

Pemerintah

an Umum 

Terpeliharanya 

stabilitas politik 

dalam negeri dalam 

rangka mewujudkan 

demokrasi yang 

berkualitas 

Persentase partisipasi 

politik masyarakat 

pada saat pemilu  

73,2% 

 

77,5% 

 

Ditjen 

Politik dan 

Pemerintah

an  

Umum 

Persentase peristiwa 

konflik berlatar 

belakang pemilu dan 

pilkada 

<  10 % 

 

<  10 % 

 

Ditjen 

Politik dan 

Pemerintah

an  

Umum 

2 Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan di Daerah 

Meningkatnya 

kualitas pelaksanaan 

otonomi daerah 

untuk mencapai 

kesejahteraan 

masyarakat dan 

mendorong 

pertumbuhan 

ekonomi daerah 

Tingkat kualitas tata 

kelola Pemerintah 

Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

55% 80% Ditjen Otda 

Persentase kinerja 

(maksimal) 

pemerintahan pada 

daerah otonom baru  

20% 70% Ditjen Otda 

Jumlah Perda 

bermasalah 

350 perda 50 perda Ditjen Otda 

Persentase 45% 70% Ditjen Otda 
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No 
Tujuan/ Sasaran 

Strategis  
Indikator  

Target 

2015  
Target 2019  

Unit 

Pelaksana  

kelembagaan 

organisasi perangkat 

daerah yang ideal 

Persentase kepala 

daerah dan wakil 

kepala daerah, serta 

pimpinan dan anggota 

DPRD memiliki 

kapasitas manajemen 

dan kepemimpinan 

daerah 

30% 70% BPSDM 

Meningkatnya 

kualitas pelayanan 

publik dalam 

penyelenggaraan 

pembangunan 

daerah 

Persentase penerapan 

SPM di Daerah 

(prov/kab/ Kabupaten) 

75% 90% Ditjen Bina 

Bangda 

Persentase daerah 

yang memenuhi 

pelayanan Dasar 

- 60% Ditjen Bina 

Bangda 

Jumlah daerah yang 

memiliki PTSP yang 

Prima 

34 prov 34 prov dan 204 

kab/ Kabupaten 

Ditjen 

Admistrasi 

Kewilayaha

n 

  Penyediaan layanan 

dasar bidang 

ketentraman dan 

ketertiban umum 

sesuai SPM 

20% 60% Ditjen 

Admistrasi 

Kewilayaha

n 

Penyediaan layanan 

dasar bidang 

penanggulangan 

bencana dan bahaya 

kebakaran sesuai SPM 

10% 50% Ditjen 

Admistrasi 

Kewilayaha

n 

Persentase pemerintah 

daerah yang 

menerapkan inovasi 

dalam 

penyelenggaraan 

pemerintahan, 

pemberdayaan 

masyarakat dan 

pelayanan publik 

100% 

provinsi 

5% 

Kab/Kabupa

ten 

100% provinsi 

30% 

Kab/Kabupaten 

Badan 

Litbang 

Menguatnya peran 

Gubernur sebagai 

Wakil Pemerintah 

dalam pelaksanaan 

koordinasi pembi-

naan dan pengawas-

an penyelenggaraan 

pemerintahan di 

daerah 

Persentase kinerja 

peran Gubernur 

sebagai Wakil 

Pemerintah  

50% 

(berkinerja 

baik) 

70% (berkinerja 

baik) 

Ditjen 

Admistrasi 

Kewilayaha

n 
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No 
Tujuan/ Sasaran 

Strategis  
Indikator  

Target 

2015  
Target 2019  

Unit 

Pelaksana  

3 Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah 

Meningkatnya 

kualitas pengelolaan 

keuangan daerah 

yang partisipatif, 

transparan, efektif, 

efisien, akuntabel 

dan kompetitif  

 

 

 

 

 

 

 

Persentase Daerah 

yang belanja APBD 

nya berorientasi pada 

pelayanan dasar 

masyarakat 

15% 25% Ditjen Bina 

Keuda 

Jumlah 

Provinsi/Kab/Kabupate

n yang menetapkan 

Perda tentang  APBD 

Provinsi/Kab/Kabupate

n yang tepat waktu   

30 Provinsi, 

250 

Kab/Kabupa

ten 

 

30 Provinsi, 300 

Kab/Kabupaten 

 

Ditjen Bina 

Keuda 

Jumlah 

prov/Kab/Kabupaten 

yang menetapkan  

Perda 

pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD 

yang disahkan secara 

tepat waktu  

30 Provinsi, 

250 

Kab/Kabupa

ten 

 

30 Provinsi, 300 

Kab/Kabupaten 

Ditjen Bina 

Keuda 

Jumlah pemda yang 

menerapkan akuntansi 

berbasis akrual 

20 provinsi, 

250 

Kab/Kabupa

ten 

28 Provinsi, 350 

Kab/Kabupaten 

Ditjen Bina 

Keuda 

4 Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima 

kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa 

Meningkatnya 

kualitas dan 

akuntabilitas 

penyelenggaraan 

pemerintahan desa 

dalam pelayanan 

masyarakat 

Jumlah desa dengan 

tata kelola 

pemerintahan desa 

yang baik 

5.000 desa 40.000 desa Ditjen Bina 

Pemerintah

an Desa 

Jumlah desa dengan 

tata kelola keuangan 

dan aset yang efektif, 

transparan dan 

akuntabel 

5.000 desa 40.000 desa Ditjen Bina 

Pemerintah

an Desa 

Jumlah desa 

swasembada 

2.000 desa 10.000 desa Ditjen Bina 

Pemerintah

an Desa  

5 Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan 

dukungan database yang akurat dan terpercaya 

Meningkatnya 

kualitas database 

kependudukan 

nasional sebagai 

dasar penerbitan 

dokumen 

kependudukan 

Peningkatkan kualitas 

pelayanan 

kependudukan dan 

pencatatan sipil 

dengan database 

kependudukan 

nasional yang akurat 

34 Provinsi 

dan 514 

Kab/Kabupa

ten 

34 Provinsi dan 

514 

Kab/Kabupaten 

Ditjen 

Dukcapil 

Persentase anak yang 

memiliki akta kelahiran 

75% 85% Ditjen 

Dukcapil 
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No 
Tujuan/ Sasaran 

Strategis  
Indikator  

Target 

2015  
Target 2019  

Unit 

Pelaksana  

Meningkatnya 

pendayagunaan 

database 

kependudukan 

nasional bagi 

pelayanan publik dan 

kepentingan 

pembangunan 

nasional 

Peningkatan 

pemanfaatan NIK, 

Database 

Kependudukan dan 

KTP-el oleh lembaga 

pengguna Pusat 

21 lembaga 40 lembaga 

(kumulatif)  

Ditjen 

Dukcapil 

Penyediaan DP4 untuk 

Mendukung 

Penyelenggaraan 

Pemilu/Pemilukada 

Serentak 

269 daerah 541 daerah 

(kumulatif)  

Ditjen 

Dukcapil 

6 Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri 

Meningkatnya 

kapasitas dan 

profesionalisme 

aparatur bidang 

pemerintahan dalam 

negeri 

Persentase lulusan 

IPDN dengan nilai baik 

yang siap menjadi 

kader pelopor revolusi 

mental. 

50% 

(Identifikasi 

Awal 

perumusan 

kebijakan) 

85% (baik)  IPDN 

Persentase tingkat 

kepuasan stakeholders 

terhadap Etos Kerja 

Alumni 

65% (baik)  85% (baik)  IPDN 

 Peningkatan 

kompetensi aparatur 

Kemendagri dan 

Pemda melalui 

pengembangan 

kapasitas SDM 

30% 80% BPSDM 

7 Meningkatnya 

akuntabilitas penge-

lolaan keuangan 

Kementerian Dalam 

Negeri 

Opini BPK atas 

Laporan Keuangan 

Kemendagri 

WTP WTP Setjen 

Itjen  

Nilai Penegakan 

Integritas - Bebas 

Korupsi Kemendagri 

dan Pemerintah 

Daerah 

B (75) - 

Baik 

A (85) ï sangat 

baik 

Itjen  

8 Meningkatnya kinerja 

dalam mendukung 

Reformasi Birokrasi 

Akuntabilitas kinerja 

Kemendagri 

LAPKIN 

kategori A 

LAPKIN kategori 

A 

Setjen  

Itjen  

Indeks reformasi 

birokrasi Kemendagri 

kategori B kategori A Setjen  

 

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri 

dilaksanakan oleh 12 Program dan 75 Kegiatan, berkaitan dengan kependudukan dan 

pencatatan sipil hanya terdapat 1program dan 7 kegiatan yaitu: 

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 



  Bab II - 42 

Dengan sasaran program yaitu meningkatnya Kualitas Database 

Kependudukan Nasional sebagai dasar Penerbitan Dokumen Kependudukan, 

pelayanan publik dan pembangunan Nasional, serta mendukung 

Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada. Adapun Indikator Kegiatan Program 

(IKP) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu: 

a. Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk 

memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan 

pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta 

penegakan hukum dan pencegahan kriminal; 

b. Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh 

Lembaga Pengguna Pusat; 

c. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan; 

d. Penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada 

serentak. 

Program ini dijabarkan ke dalam 7 Kegiatan, yaitu: 

a. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpadu 

Dengan sasaran kegiatan yaitu terbangunnya sistem informasi administrasi 

kependudukan (SIAK) untuk pelayanan e-KTP di daerah, serta 

terlaksananya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data 

dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu. 

b. Pengelolaan Informasi Kependudukan 

Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas implementasi 

kebijakan dan fasilitasi pengelolaan informasi kependudukan. 

c. Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil 

Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas implementasi 

kebijakan dan cakupan fasilitasi pelaksanaan pencatatan sipil. 

d. Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk 

Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas implementasi 

kebijakan dan cakupan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran penduduk. 

e. Pembinaan Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas implementasi 

kebijakan dan fasilitasi pembinaan aparatur kependudukan dan pencatatan 

sipil. 

f. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan 

Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas implementasi 

kebijakan dan fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. 
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g. Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Dengan sasaran kegiatan yaitu dukungan pelayanan teknis dan 

administrasi yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Tugas pokok dan fungsi 

memiliki faktor penghambat dan pendorong dalam mewujudkan tertib administrasi 

kependudukan.  

Tujuan Pembangunan Kependudukan dan Catatan Sipil 

Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan 

sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya 

Sasaran Strategis Kementerian 

Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar 

penerbitan dokumen kependudukan 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

- Kurangnya Kualitas SDM 

- Kurangya Sarana dan Prasarana yang 

berbasis IT 

- Kesadaran Masyarakat yang masih kurang 

untuk sadar administrasi 

 

- Tersediannya Anggaran yang cukup 

besar dalam pelayanan administrasi 

kependudukan  

- Tersedian Gedung yang cukup 

representatif 

- Tingginya komitmen Kepala Daerah 

dalam mewujudka pelayanan publik 

yang baik 

 

Berdasarkan Visi Misi dari Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dalam 

penyelenggaraan pembangunan mendukung pencapaian Misi ke 2 dan 5 yaitu: 

1. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum 

melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan 

ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi 

kependudukan. 

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan 

didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam 

rangka pemantapan pelayanan publik. 

Selain itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenPemalang juga 

mendukung tujuanke-5 dari Visi Misi Kementrian Dalam Negeri yaitu Peningkatan 

kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan 

dukungan database yang akurat dan terpercaya. 

2. Kebijakan dan program Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi 

Jawa Tengah 
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Visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2013 -2018 adalah : 

MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI 

ñMboten Korupsi, Mboten Ngapusiò 

Visi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan akan mewujudkan 

keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Jawa Tengah dengan tetap mengacupada 

pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD1945 

khususnya bagi masyarakat Provinsi Jawa Tengah, memperhatikan RPJMN,dan 

RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025. Visi Pembangunan ProvinsiJawa 

Tengah tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan 

Provinsi Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari dengan dilandasi semangat dan 

nilai keutamaan ñMboten Korupsi, Mboten Ngapusiò .Perwujudan visi pembangunan 

ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, 

maka ditetapkan 7 (tujuh) misiPembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2013-2018, sebagai berikut : 

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat diBidang 

Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian diBidang 

Kebudayaan 

2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi 

Kemiskinan dan Pengangguran 

3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang 

Bersih, Jujur dan Transparan, ñMboten Korupsi, Mboten Ngapusiò 

4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan 

dan Kesatuan 

5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan 

Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak 

6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar 

Masyarakat 

7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan JawaTengah 

yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan 

 

Merujuk pada Visi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yaitu ñMENUJU JAWA 

TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI ñMBOTEN KORUPSI MBOTEN NGAPUSIò, 

maka Visi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2013-2018 adalah ñTERWUJUDNYA NAKERTRANS BERDAYA 

SAING, HARMONIS, SELAMAT, SEJAHTERA DAN DUKCAPIL TERTIB BERBASIS 

PELAYANAN PRIMAò  
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Upaya pencapaian Visi tersebut akan diimplementasikan melalui Misi Dinas 

Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah  Tahun 2013-

2018 yaitu: 

1. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja; 

2. Meningkatkan Perluasan dan Kesempatan Kerja; 

3. Meningkatkan Kualitas Penempatan Transmigrasi; 

4. Meningkatkan Hubungan Industrial Yang Harmonis; 

5. Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja; 

6. Meningkatkan Perlindungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 

7.Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan; 

8. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Nakertransduk.   

 

Berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi dan kependudukan, 

KabupatenPemalang perlu mendukung misi ke 7  yaitu meningkatkan tertib 

administrasi kependudukan. Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Ketenagakerjaan 

Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan 

penyelenggaraan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut : 

a. Tujuan  

Tujuan Misi ketujuh Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan yaitu: 

Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil. 

b. Sasaran 

Misi ketujuh, Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan dengan sasaran: 

Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. 
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TABEL 3.1 
Target Kinerja Sasaran Bidang Kependudukan Dinakertransduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 

 

No  Visi  Misi  Tujuan  Sasaran  Indikator Sasaran  

Kondisi  Target Kinerja Sasaran Pada Tahun  

Awal  TahunI  Tahun  Tahun 

III  

TahunI

V 

TahunV  

2013  2014  2015  2016  2017  2018  

  Men ingka tkan 

tert ib 

administ rasi 

kepe ndudu kan.  

Men ingka tkan 

kualitas 

pengelolaan  

administ rasi 

kepe ndudu kan 

dan  pencatatan 

sipil 

Men ingka tnya 

kepe milikan 

dokumen  

kepe ndudu kan 

dan    

pencatatan sipil 

1.  Rasio penduduk 

memiliki e-KTP 

per wa j ib e-KTP 

85 .00 %  100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  

2.  Prosentase  

penduduk  0-18 

tahun  memilliki 

Akta  

31 .49 %  45 .00 %  55 .00

%  

65 .00

%  

70 .00

%  

80 .00

%  

3.  Jumlah  

Kabupaten / 

Kabupaten  

mengoperasikan 

SIAK  

35 35 35 35 35 35 

4.  Kepemilikan  

Akte k elahiran  

per 1000 

penduduk  

 25 %  40 %  60 %  60 %  80 %  

5.  Prosentase  

Penduduk yang 

memiliki Akta 

Kematian  

10 %  15 %  20 %  70 %  80 %  100 %  

6.  Rasio Pasangan  

yang  memiliki 

Akta Nikah 

100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  
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Berdasarkan Visi Misi dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan 

Kependudukan Provinsi Jawa Tengah , dalam hal ini Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil KabupatenPemalang dalam penyelenggaraan pembangunan 

mendukung pencapaian Misi ke 7 dan 8 yaitu: 

1. Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan; 

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Nakertransduk.   

 

3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis 

1. Review Faktor Pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan PD 

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang telah disahkan 

oleh DPR RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar 

di bidang administrasi kependudukan. Tujuan utama dari perubahan Undang-Undang 

dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi 

kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan 

ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen 

kependudukan. Perubahan Undang-Undang ini, sekaligus berdampak langsung dalam 

penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan 

pemberlakuan Undang-Undang ini terjadi beberapa parubahan paradigma dalam 

pelaksanaan pelayanan pada masyarakat. Adapun perubahan yang signifikan tersebut 

adalah : 

a. Masa berlaku KTP Elektronik berubah dari 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup 

sehingga untuk tahap awal terjadi beban berat dalam pencetakan KTP 

Elektronik, baik yang telah dicetakan oleh Kementeri Dalam Negeri, maupun 

nantinya setelah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah mencetak 

KTP Elektronik sendiri. Selanjutnya beban berat tersebut akan berangsur-

angsur menjadi ringan karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

hanya akan melayani KTP Elektronik pemula, rusak, hilang dan perubahan 

biodata. 

b. Diberlakukannya stelsel aktif pemerintah yaitu Pemerintah dituntut untuk 

berperan aktif memberikan pelayanan sehingga  Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil dituntut harus lebih aktif memberikan pelayanan masyarakat, 

tidak lagi menunggu, tetapi muncul tuntutan dengan sistem jemput bola. 

c. Pengurusan dan penerbitam dokumen kependudukan yang semula dipungut 

biaya dirubah menjadi ñGratisò.  
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2. Metode Penentuan Isu Strategis 

Isu Strategis dilakukan melalui focus group discussion dan dilakukan dengan 

penentuan scoring. Namun dalam dinas kependudukan sipil disepakati bahwa isu 

strategisnya adalah hanya 1 masih belum optimalnya cakupan layanan administrasi 

dan pencatatan sipil.  

 

3. Isu Strategis 

Isu Strategis dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil adalah 

sebagai berikut: 

1. Validitas data penduduk masih rendah. Validitas data bisa disebabkan oleh 

faktor penduduk dan faktor aparat. Penduduk sering mengabaikan isian 

data pada formulir pengurusan data kependudukan, sehingga data tidak 

lengkap atau data janggal.Sementara itu, aparat pengelola layanan 

pengurusan kependudukan juga kurang tegas memeriksa validitas data. 

2. Kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan masih 

kurang.Hal ini ditunjukkan rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, 

KK, Akte pernikahan, akte perceraian, akte kelahiran, akte kematian) belum 

mencapai 100% 
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BAB IV 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 

 

4.1    Visi Misi Bupati Pemalang 

Visi Bupati Pemalang adalah “TERWUJUDNYA PEMALANG HEBAT YANG 

BERDAULAT, BERJATIDIRI, MANDIRI DAN SEJAHTERAò. Guna menunjang visi 

tersebut, maka Misi BupatiPemalang sebagai berikut: 

1) Pemalang Hebat :  Terwujudnya Pemalang Hebat merupakan suatu kondisi 

dimana harapan, keinginan, cita-cita yang diharapkan 

menjadi ada. 

2) Berdaulat  :  kemampuan pemerintah dan masyarakat Pemalang yang 

mampu membangun, mengatur dan mengurus kepentingan 

daerah/ rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah 

berdasarkan azas musyawarah mufakat dan gotong 

royong, dengan tetap memperhatikan sinergitas 

pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik 

serta penegakan supremasi hukum. 

3) Berjati Diri :  Pembangunan Pemalang yang memiliki keunggulan yang 

berbasis local wisdom/local value dengan menumbuhkan 

kembali seni dan kebudayaan asli daerah sebagai landasan 

pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat yang 

agamis, toleran, harmonis dan saling menghormati. 

4) Mandiri : diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang 

mengandalkan dan mengoptimalkan seluruh sumberdaya 

yang dimiliki, meningkatkan sarana prasarana infrastruktur 

dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis 

kewilayahan, pengembangan ekonomi kerakyatan dan 

kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal. 

5) Sejahtera : kondisi masyarakat Pemalang yang berkualitas, 

peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat 

yang didukung daya saing masyarakat dan keberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak. 
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4.2    Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD 

1. Tujuan 

Tujuan pembangunan daerah adalah penjabaran atau implementasi dari 

pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan 

pada jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan permasalahan dan isu 

strategis daerah.  Tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi 

yang ingin dicapai dimasa datang namun tetap diselaraskan dengan amanat 

pembangunan provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Tujuan pembangunan 

daerah KabupatenPemalang Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari 5 

(lima) misi: Pemalang Hebat, Berdaulat, Berjati  Diri, Mandiri, Sejahtera.  

Dalam rangka mencapai Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD maka rumusan 

Tujuan Renstra Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut: 

1. Mewujudkan kualitas layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil 

yang dapat menjangkau seluruh penduduk 

2. Meningkatkan kualitas pelaporan dan dokumen lainnya yang dapat diakses 

secara terbuka oleh masyarakat serta peningkatan sistem pelayanan secara 

on line . 

3. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap administrasi kependudukan 

 

2. Sasaran 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai 

secara nyata dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan 

terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan 

diwujudkan selama 5 (lima) tahun mendatang. PD Kependudukan dan Catatan 

Sipil mendukung Misi 5 dengan tujuan meningkatnya kinerja pembangunan 

daerah berwawasan kependudukan dan keberlanjutan lingkungan dan Sasaran 

terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung 

lingkungan dan indikator sasaran meningkatnya tertib Administrasi 

Kependudukan. Untuk  memastikan  pencapaian  tujuan  yang  diharapkan,  

maka  sasaran  jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

dijabarkan sebagai berikut : 

1) Sasaran dari tujuan pertama: òMewujudkan kualitas layanan administrasi  

kependudukan dan catatan sipil yang dapat menjangkau seluruh pendudukò 

adalah: 

a. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan oleh masyarakat 

b. Meningkatnya cakupan kepemilikan akta kelahiran dan kematian 

penduduk. 

c. Terwujudnya pelayanan akte pernikahan non muslim 
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d. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengesahan dan pengakuan 

anak 

2) Sasaran dari tujuan kedua: ñMeningkatkan kualitas pelaporan dan dokumen 

lainnya yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat serta 

peningkatan system pelayanan secara on lineò adalah : 

a. Meningkatnya jumlah interkoneksi jaringan internet anatar Kelurahan 

dengan jaringan induk 

b. Tersusunnya laporan yang tepat waktu dan akurat sehingga dapat 

dengan mudah diakses masyarakat 

c. Pertambahan jenis layanan kependudukan secara on line 

3) Sasaran dari tujuan ketiga : ñMeningkatkan pemahaman masyarakat terhadap 

administrasi kependudukanò adalah :Meningkatnya jumlah pemahaman 

masyarakat terhadap administrasi kependudukan 

Berikut rumusan tujuan dan sasaran  jangka menengah Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dihasilkan pada tahapan 

Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah, disajikan dalam 

tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan 

 

TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN Sat. 

Kondisi 
Awal  

Tahun 
2015 

TARGET 
AKHIR 

RENSTRA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Mewujudkan 
kualitas 
layanan 
administrasi  
kependudukan 
dan catatan 
sipil yang 
dapat 
menjangkau 
seluruh 
penduduk 

- Persentase penduduk 
ber- KTP per satuan 
penduduk 

- Persentase anak 
berakta kelahiran 

- Persentase 
kepemilikan Akta 
Kelahiran 

- Persentase 
Kepemilikan pasangan 
berakta nikah 

- Persentase 
kepemilikan Kartu 
Keluarga 

- Persentase 
kepemilikan Akta 
Kematian 

Meningkatnya 
cakupan kepemilikan 
administrasi 
kependudukan dan 
pencatatan sipil 

          

Persentase penduduk ber- 
KTP per satuan penduduk 

% 82.8 83 84 85.23 88.94 92.65 96.35 96.35 

Persentase anak berakta 
kelahiran 

% 80 81 83 85 87 90 92.5 92.5 

Persentase kepemilikan 
Akta Kelahiran % 70 70.52 73.26 76 78.74 81.48 84.23 84.23 

Persentase Kepemilikan 
pasangan berakta nikah % 4.3 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 10 10 

Persentase kepemilikan 
Kartu Keluarga % 95 95.82 96.14 96.47 96.80 97.13 97.41 97.41 

Persentase kepemilikan 
Akta Kematian % 0.71 30 40 50 60 70 75 75 

Meningkatkan 
Kualitas 
Perencanaan 
dan 
penganggaran 
pembangunan 
daerah serta 
pelaporan 
kinerja 
pemerintah 
daerah 

- Tingkat keselarasan 
Antara program 
RENJA dengan 
RESTRA 

- Nilai LKjIP 

Menigkatnya kualitas 
Perencanaan 
pembangunan daerah 
dan pelaporan kinerja 

Tingkat Keselarasan Antara 
Program RENJA dengan 
RESTRA 

% 70 78 81 83 85 87 90 90 

 
 
 
Nilai LKjIP Nilai C C CC CC B B B B 
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4.3    Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah 

 Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan Strategi dan Kebijakan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam lima tahun mendatang, 

sebagaimana yang disajikan dalam tabel 4.3. 
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Tabel  4.3  

Tuju an,  Sas aran,  Strat egi dan  Kebi j ak an  

 

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN 

Mewujudkan kualitas layanan 
administrasi  kependudukan 
dan catatan sipil yang dapat 
menjangkau seluruh 
penduduk 

Meningkatnya kepemilikan dokumen 
kependudukan oleh masyarakat 
 

Mengafirmasi kepemilikan dokumen 
kependudukan oleh masyarakat 
melalui pelayanan jemput bola, mobil 
keliling dan pelayanan CFD 

Mempercepat kepemilikan dokumen 
kependudukan dengan fokus pada 
wilayah-wilayah yang paling rendah 
capaiannya dengan memanfaatkan 
hasil evaluasi SKM sebagai bahan 
perencanaan peningkatan kinerja 
PD dan meningkatkan 
kepuasanMasyarakat 

Mewujudkan kualitas 
pelaporan dan dokumen 
lainnya yang dapat diakses 
secara terbuka oleh 
masyarakat serta peningkatan 
system pelayanan secara on 
line  

Meningkatnya jumlah interkoneksi 
jaringan internet antar Kelurahan 
dengan jaringan Induk,tersusunnya 
laporan yang tepat waktu dan akurat 
sehingga dapat dengan mudah 
diakses masyarakat serta 
pertambahan jenis layanan 
kependudukan secara on line 

Meningkatkan kualitas jaringan internet 
melalui kerjasama dengan operator 
jaringan internet / PD terkait, 
penyediaan sarana prasarana serta 
meningkatkan jumlah layanan 
kependudukan secara on line 

Meningkatkan kualitas jaringan 
internet dengan focus pada jaringan 
yang berada di Kelurahan, 
meningkatkan kualitas pelaporan 
dengan focus pada penyusunan 
profil Kependudukan yang tepat 
waktu, tepat manfaa dan berkualitas 
serta penambahan layanan 
kependudukan secara on line 

Meningkatkan pemahaman 
masyarakat terhadap 
administrasi kependudukan 

Meningkatnya jumlah pemahaman 
masyarakat terhadap administrasi 
kependudukan 

Meningkatkan pemahaman 
masyarakat terhadap administrasi 
kependudukan melalui kegiatan 
sosialisasi 

Meningkatkan pemahaman 
masyarakat terhadap administrasi 
kependudukan dengan focus pada 
ketua RT dan RW se 
KabupatenPemalang 
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BAB V 

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK 

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 

 

5.1. Rencana Program dan Kegiatan 

Mendasari dari indikator sasaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

kabupaten Pemalang menjabarkan dengan berbagai program dan kegiatan selama 

lima tahun mendatang dan satu tahun transisi yaitu : 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 

1) Penyediiaan jasa surat menyurat 

2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 

3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 

4) Penyediaan jasa administrasi keuangan 

5) Penyediaan jasa kebersihan kantor 

6) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 

7) Penyediaan alat tulis kantor 

8) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

9) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 

10) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

11) Penyediaan peralatan rumah tangga 

12) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 

13) Penyediaan makanan dan minuman 

14) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah 

15) Penyediaan jasa keamanan 

 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : 

1) Pembangunan gedung kantor 

2) Pengadaan kendaraan dinas operasional 

3) Pengadaan perlengkapan gedung kantor 

4) Pengadaan mebeleur 

5) Pengadaan komputer dan perlengkapannya 

6) Pengadaan lemari besi dan feeling cabinet 

7) Pengadaan tanah operasional pemerintah daerah 

8) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

9) Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan 

10) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 

11) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 

12) Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan 
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13) Pemeliharaan rutin/ berkala komputer dan perlengkapanya 

14) Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat elektronik 

15) Pemeliharaan rutin/ berkala lemari besi dan feeling cabinet 

 

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan 

2) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 

 

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan 

1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 

2) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun  

 

5. Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD 

1) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD 

 

6. Program Penataan Administrasi Kependudukan 

1) Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan 

pemeliharaan) 

2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan  (termasuk catatan sipil) 

3) Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan (termasuk 

catatan sipil) 

4) Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat (termasuk catatan sipil) 

5) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 

6) Pengembangan data base kependudukan (termasuk catatan sipil) 

7) Penyusunan kebijakan kependudukan (termasuk catatan sipil) 

8) Sosialisasi kebijakan kependudukan (termasuk catatan sipil)  

9) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

10) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang catatan sipil 

11) Penataan dan pemeliharaan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil 

12) Pelayanan mobile kependudukan dan pencatatan sipil 

13) Sinkronasi kebijakan, kelembagaan dan regulasi administrasi kependudukan 

14) Pembangunan jaringan koneksitas data administrasi kependudukan 

15) Peningkatan pelayanan akta kematian 

16) Standarisasi pelayanan administrasi kependudukan 

17) Pendataan dan penertiban dokumen kependudukan 
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5.2. Indikator Kinerja 

Penetapan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatann Sipil 

Kabupaten Pemalang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran 

keberhasilan pencapaian visi dan misi selama 5 (lima) tahun kedepan. Hal ini 

ditunjukan dari akumulasi indikator capaian setiap tahunnya. 

 

5.3. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif 

Kelompok sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenPemalang  adalah pemerintah, dunia 

usaha dan masyarakat di wilayah KabupatenPemalang. Sedangkan untuk pendanaan 

indikatif, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa sumber 

keuangan APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) 

dan Dana Bagi Hasil (DBH). 
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Tabel 5.1  

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN LOKASI SERTA PENDANAAN INDIKATIF 

 

Tujuan 
Indikator 

Tujuan 
Target Sasaran 

Indikator 

sasaran 

Program dan 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) 

dan Kegiatan 

(output) 

Data capaian 

pada awal 

tahun 

perencanaan 

(Tahun 2015) 

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 

Kondisi kinerja pada akhir 

periode Renstra SKPD 

(Tahun 2021) 

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

  
  

    

Sekretariat 

Disdukcatpil 
              3.810.720.475   4.193.492.522 

        

Meningkatkan 

kapasitas 

aparatur untuk 

meningkatkan 

kuantitas dan 

kualitas 

pelayanan 

dalam urusan 

sosial, 

pengendalian 

penduduk, 

keluarga 

berencana, 

pemberdayaan 

perempuan dan 

perlindungan 

anak 

Persentase 

penyediaan 

administrasi 

perkantoran 

dan pelaporan 

 

100 % 

Meningkatnya 

kualitas dan 

kuantitas 

pelayanan 

administrasi 

perkantoran 

dan sarana 

prasarana 

aparatur 

Persentase 

penyediaan 

administrasi 

perkantoran 

dan 

pelaporan 

Program 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

Pemenuhan 

kebutuhan 

administrasi 

perkantoran 

setiap bulan 

 12 bulan 12 bulan  1165,35 12 bulan  918,6 12 bulan 1.451.149.915 12 bulan 1.668.799.401 12 bulan 1053 12 bulan 1063 

  

  

    

Penyediaan 

jasa surat 

menyurat 

Jumlah surat 

yang  terkirim 

dengan baik 

dan benar 

dalam 1 tahun 

(Bulan) 

30.330.000 12 35.130.000 12 90.123.000 12 103.661.450 12 119.187.667 12 137.065.817 12 157.625.690 

 

  

  

Penyediaan 

jasa 

komunikasi, 

sumber daya 

air dan listrik 

Terpenuhinya 

kebutuhan 

jasa 

komunikasi, 

sumber daya 

air dan listrik 

selama 1 

165.000.000 12 192.000.000 12 268.220.000 12 308.453.000 12 354.720.950 12 407.929.092 12 469.118.456 
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Tujuan 
Indikator 

Tujuan 
Target Sasaran 

Indikator 

sasaran 

Program dan 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) 

dan Kegiatan 

(output) 

Data capaian 

pada awal 

tahun 

perencanaan 

(Tahun 2015) 

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 

Kondisi kinerja pada akhir 

periode Renstra SKPD 

(Tahun 2021) 

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

tahun (bulan) 

 

  

  

Penyediaan 

jasa 

pemeliharaan 

dan perijinan 

kendaraan 

dinas/ 

operasional 

Jumlah 

kebutuhan 

jasa 

pemeliharaan 

dan perijinan 

kendaraan 

dinas/ 

operasional 

yang tersedia 

dalam 1 tahun 

(bulan) 

20.000.000 12 26.550.000 12 42.504.000 12 48.879.600 12 56.211.540 12 64.643.271 12 74.339.761 

 

  

  

Penyediaan 

jasa 

administrasi 

keuangan 

Jumlah 

laporan 

pertanggung 

jawaban 

keuangan 

bulanan yang 

terselesaikan 

(bulan) 

32.900.000 12 32.990.000 12 36.334.000 12 41.784.100 12 48.051.715 12 55.259.472 12 63.548.393 

 

  

  

Penyediaan 

jasa 

kebersihan 

kantor 

Jumlah 

tenaga 

kebersihan 

yang tersedia 

(bulan) 

25.500.000 12 29.400.000 12 37.180.000 12 42.757.000 12 49.170.550 12 56.546.132 12 65.028.052 

 

  

  

Penyediaan 

jasa perbaikan 

peralatan kerja 

Jumlah 

kebutuhan 

jasa 

perbaikan 

Peralatan 

Kerja (bulan) 

11.200.000 12 28.000.000 12 51.700.000 12 59.455.000 12 68.373.250 12 78.629.237 12 90.423.623 

 

  

  

Penyediaan 

alat tulis 

kantor 

Jumlah 

kebutuhan 

ATK yang 

tersedia 

dengan baik 

74.205.000 12 59.500.000 12 66.852.500 12 76.880.375 12 88.412.431 12 101.674.295 5 jenis 116.925.440 
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Tujuan 
Indikator 

Tujuan 
Target Sasaran 

Indikator 

sasaran 

Program dan 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) 

dan Kegiatan 

(output) 

Data capaian 

pada awal 

tahun 

perencanaan 

(Tahun 2015) 

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 

Kondisi kinerja pada akhir 

periode Renstra SKPD 

(Tahun 2021) 

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

(bulan) 

 

  

  

Penyediaan 

barang 

cetakan dan 

penggandaan 

Jumlah 

barang cetak 

dan 

penggandaan 

yang tersedia 

dengan baik 

(bulan) 

50.000.000 12 52.150.000 12 55.000.000 12 63.250.000 12 72.737.500 12 83.648.125 12 96.195.343 

 

  

  

Penyediaan 

komponen 

instalasi 

listrik/peneran

gan bangunan 

kantor 

Jumlah 

komponen 

instalasi listrik 

yang tersedia 

dengan baik 

selama 1 

tahun (bulan) 

20.000.000 12 65.000.000 12 22.000.000 12 25.300.000 12 29.095.000 12 33.459.250 12 38.478.137 

 

  

  

Penyediaan 

peralatan dan 

perlengkapan 

kantor 

Jumlah 

kebutuhan 

peralatan dan 

perlengkapan 

kantor yang 

tersedia 

selama 1 

tahun (bulan) 

183.887 12 22.900.000 12 6.160.000 12 7.084.000 12 8.146.600 12 9.368.590 12 10.773.878 

 

  

  

Penyediaan 

peralatan 

rumah tangga 

Jumlah 

kebutuhan 

peralatan 

rumah tangga 

yang tersedia 

(bulan) 

2.500.000 12 39.650.000 12 30.800.000 12 35.420.000 12 40.733.000 12 46.842.950 12 53.869.392 

 

  

  

Penyediaan 

bahan bacaan 

dan peraturan 

perundang-

undangan 

Jumlah 

kebutuhan 

bahan bacaan 

dan peraturan 

perundangan 

yang tersedia 

13.000.000 12 14.380.000 12 15.818.000 12 18.190.700 12 20.919.305 12 24.057.200 12 

 

27.665.780 



Bab V - 61 

 

Tujuan 
Indikator 

Tujuan 
Target Sasaran 

Indikator 

sasaran 

Program dan 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) 

dan Kegiatan 

(output) 

Data capaian 

pada awal 

tahun 

perencanaan 

(Tahun 2015) 

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 

Kondisi kinerja pada akhir 

periode Renstra SKPD 

(Tahun 2021) 

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

(bulan)  

 

  

  

Penyediaan 

makanan dan 

minuman 

Jumlah 

kebutuhan 

makanan dan 

minuman 

harian 

pegawai yang 

tersedia 

(bulan) 

92.536.000 12 95.676.000 12 105.452.600 12 121.270.490 12 139.461.063 12 160.380.223 12 184.437.256 

 

  

  

Rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi ke 

luar daerah 

Jumlah rakor 

dan konsultasi 

yang diikuti 

dan 

dilaksanakan 

(bulan) 

95.980.000 12 248.022.500 12 327.668.000 12 376.818.200 12 433.340.930 12 498.342.069 12 573.093.379 

 

  

  

Penyediaan 

Jasa 

Keamanan 

Jumlah 

tenaga 

keamanan 

yang tersedia 

(bulan) 

70.200.000 12 91.600.000 12 106.040.000 12 121.946.000 12 140.237.900 12 161.273.585 12 185.464.622 

 

  Meningkatnya 

sarana dan 

prasarana 

aparatur untuk 

menunjang 

peningkatan 

konerja 

terhadap 

kebutuhan  

Persentase 

penyediaan 

sarana dan 

prasarana 

aparatur 

Program 

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur 

Pemenuhan 

kebutuhan 

sarana dan 

prasarana 

aparatur 

12 bulan 12 bulan 866 12 bulan 3175 12 bulan 1.736.361.000 12 bulan 2.904.680.150 12 bulan 2280 12 bulan 2445 

 

  

  

Pembangunan 

gedung kantor 

Jumlah 

tersedianya 

sarana 

gedung kantor 

untuk ruang 

pelayanan, 

361.539.000 12 149.750.000 12 170.000.000 12 210.000.000 12 180.000.000 12 160.000.000 12 190.000.000 
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Tujuan 
Indikator 

Tujuan 
Target Sasaran 

Indikator 

sasaran 

Program dan 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) 

dan Kegiatan 

(output) 

Data capaian 

pada awal 

tahun 

perencanaan 

(Tahun 2015) 

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 

Kondisi kinerja pada akhir 

periode Renstra SKPD 

(Tahun 2021) 

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

ruang staf dan 

gudang yang 

refresentif 

((bulan)  

 

  

  

Pengadaan 

kendaraan 

dinas 

operasional 

Prosentase 

terpeunhinya 

kebutuhan 

kendaran 

dinas 

operasional 

roda empat 

(unit) 

0 2 453.100.000 3 65.000.000 3 650.000.000 7 720.000.000 4 60.000.000 2 520.000.000 

 

  

  

Pengadaan 

perlengkapan 

gedung kantor 

Jumlah 

perlengkapan 

gedung kantor 

yang tersedia 

(jenis) 

0 12 136.500.000 12 36.190.000 12 41.618.500 12 47.861.275 12 55.040.466 12 63.296.536 

 

  

  

Pengadaan 

mebeleur 

Jumlah 

kebutuhan 

mebeler yang 

tersedia untuk 

menunjang 

kegiatan 

pelayanan 

selama 1 

tahun (jenis) 

41.500.000 12 220.770.000 12 110.000.000 12 126.500.000 12 145.475.000 12 167.296.250 12 192.390.687 

 

  

  

Pengadaan 

komputer dan 

perlengkapan 

nya 

Jumlah 

kebutuhan 

komputer dan 

perlengkapan

nya yang 

tersedia 

dengan baik 

(paket) 

139.320.000 3 1.255.100.000 4 228.800.000 5 263.120.000 5 302.588.000 6 347.976.200 7 400.172.630 

 

  

  

Pengadaan 

lemari besi 

dan feeling 

Jumlah lemari 

besi /  feeling 

kabinet yang 

tersedia 

0 0 0 0 0 2 24.500.000 2 26.000.000 1 18.000.000 1 19.800.000 
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Tujuan 
Indikator 

Tujuan 
Target Sasaran 

Indikator 

sasaran 

Program dan 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) 

dan Kegiatan 

(output) 

Data capaian 

pada awal 

tahun 

perencanaan 

(Tahun 2015) 

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 

Kondisi kinerja pada akhir 

periode Renstra SKPD 

(Tahun 2021) 

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

cabinet dalam 1 tahun 

(paket) 

 

  

  

Pengadaan 

tanah 

operasional 

pemerintah 

daerah 

Tanah 

operasional 

pemerintah 

daerah yang 

tersedia 

(tahun) 

0 0 0 0 0 0 0 1 1.000.000.000 1 1.500.000.000 0 0 

 

  

  

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

gedung kantor 

Jumlah lokal 

gedung yang 

terpenuhi 

kebutuhan 

pemeliharaan 

selama 1 

tahun (bulan) 

49.900.000 12 114.297.500 12 85.100.000 12 97.865.000 12 112.544.750 12 129.426.462 12 148.840.431 

 

  

  

Pemeliharaan 

rutin/ berkala 

mobil jabatan 

Jumlah 

kendaraan 

mobil jabatan 

yang 

terpenuhi 

pemeliharaan

nya dalam 1 

tahun (bulan) 

0 12 15.000.000 12 16.500.000 12 18.900.000 12 20.000.000 12 22.000.000 12 24.600.000 

 

  

  

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

kendaraan 

dinas/ 

operasional 

Jumlah 

kendaraan 

dinas/ 

operasional 

yang 

terpenuhi 

pemeliharaan

nya  selama 1 

tahun (bulan) 

50.000.000 12 79.400.000 12 84.200.000 12 96.830.000 12 111.354.500 12 128.057.675 12 147.266.326 

 

  

  

Pemeeliharan 

rutin/berkala 

peralatan 

gedung kantor 

Jumlah 

peralatan 

gedung kantor 

yang 

terpenuhi 

26.000.000 12 44.500.000 12 68.500.000 12 78.775.000 12 90.591.250 12 104.179.937 12 119.806.928 
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Tujuan 
Indikator 

Tujuan 
Target Sasaran 

Indikator 

sasaran 

Program dan 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) 

dan Kegiatan 

(output) 

Data capaian 

pada awal 

tahun 

perencanaan 

(Tahun 2015) 

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 

Kondisi kinerja pada akhir 

periode Renstra SKPD 

(Tahun 2021) 

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

pemeliharaan

nya (bulan) 

 

  

  

Pemeliharan 

rutin/berkala 

mebeler 

Jumlah 

mebeleur 

yang 

terpenuhi 

pemeliharaan

nya selama 1 

tahun ( bulan) 

0 12 0 12 0 12 58.000.000 12 65.000.000 12 75.000.000 12 81.500.000 

 

  

  

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

komputer dan 

perlengkapan 

nya 

Jumlah 

komputer dan 

perlengkapan

nya yang 

terpenuhi 

pemeliharaan

nya selama 1 

tahun (bulan) 

20.000 12 46.000.000 12 49.350.000 12 56.752.500 12 65.265.375 12 75.055.181 12 86.313.458 

 

  

  

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

alat-alat 

elektronik  

Jumlah alat-

alat elektronik 

yang 

terpenuhi 

pemeliharaan

nya selama 1 

tahun (bulan) 

0 12 0 12 0 12 7.500.000 12 9.000.000 12 13.000.000 12 15.000.000 

 

  

  

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

lemari besi 

dan feeling 

kabinet 

Jumlah lemari 

besi dan 

feeling kabinet 

yang 

terpenuhi 

pemliharaan 

nya selama 1 

tahun (bulan) 

 

0 12 0 12 0 12 6.000.000 12 9.000.000 12 10.000.000 12 12.000.000 
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Tujuan 
Indikator 

Tujuan 
Target Sasaran 

Indikator 

sasaran 

Program dan 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) 

dan Kegiatan 

(output) 

Data capaian 

pada awal 

tahun 

perencanaan 

(Tahun 2015) 

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 

Kondisi kinerja pada akhir 

periode Renstra SKPD 

(Tahun 2021) 

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

 

  Meningkatnya 

kapasitas 

sumber daya 

aparatur  

 

Persentase 

kapasitas 

sumber daya 

aparatur 

Program 

Peningkatan 

Kapasitas 

Sumber Daya 

Aparatur 

Terwujudnya 

peningkatan 

kapasitas 

sumberdaya 

aparatur (%) 

 100  100  100 195.000.000 100 200.000.000 100 100 100 100 

 

  

  

Sosialisasi 

peraturan 

perundang-

undangan 

Jumlah PNS 

yang 

mengikuti 

sosialisasi 

peraturan 

perundan-

undangan 

selama 1 

tahun (orang) 

0 0 0 0 0 65 75.000.000 65 95.000.000 67 100.000.000 67 108.900.000 

 

  

  

Bimbingan 

teknis 

implementasi 

peraturan 

perundang-

undangan 

Jumlah PNS 

yang 

mengikuti 

Bimtek 

perundang-

undangan 

selama 1 

tahun (bulan) 

0 12 110.000.000 12 0 12 120.000.000 12 105.000.000 12 0 12 0 

  

   

Meningkatnya 

pengembangan 

sistem 

pelaporan 

capaian kinerja 

dan keuangan  

 

 

 

Persentase 

peningkatan 

pengembang

an sistem 

pelaporan 

capaian 

kinerja dan 

keuangan 

Program 

peningkatan 

pengembang

an sistem 

pelaporan 

capaian 

kinerja dan 

keuangan 

Tersusunnya 

laporan 

capaian 

kinerja dan 

keuangan 

dan 

keuangan 

lima tahunan 

(bulan) 

 12 bulan 93.5 12 bulan 130 12 bulan 29.440.000 12 bulan 33.856.000 12 bulan 140 12 bulan 140 
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Tujuan 
Indikator 

Tujuan 
Target Sasaran 

Indikator 

sasaran 

Program dan 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) 

dan Kegiatan 

(output) 

Data capaian 

pada awal 

tahun 

perencanaan 

(Tahun 2015) 

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 

Kondisi kinerja pada akhir 

periode Renstra SKPD 

(Tahun 2021) 

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

 

  

  

Penyusunan 

laporan 

capaian 

kinerja dan 

ikhtisar 

realisasi 

kinerja SKPD 

Jumlah 

laporan 

capaian kerja 

dan ikhtisar 

realisasi 

kinerja SKPD 

yang tersusun 

dengan baik 

dan benar 

(bulan) 

10.600.000 12 10.600.000 12 12.800.000 12 14.720.000 12 16.928.000 12 19.467.200 12 22.387.280 

  

  

    

Penyusunan 

pelaporan 

keuangan 

akhir 

Jumlah 

laporan 

keuangan 

akhir tahun 

yang tersusun 

dengan baik 

dan benar 

0 0 0 1 12.800.000 1 14.720.000 1 16.928.000 1 19.467.200 1 22.387.280 

  

  Meningkatnya 

perencanaan 

dan 

penganggaran 

SKPD  

 

Persentase 

peningkatan 

perencanaan 

dan 

penganggara

n SKPD 

Program 

peningkatan  

perencanaan 

dan 

penganggara

n SKPD 

Terwujudnya 

peningkatan 

perencanaan 

dan 

penganggara

n SKPD (%) 

  100  100  100 19.550.000 100 22.482.500 100  100  

  

  

    

Penyusunan 

dokumen 

perencanaan 

dan 

penganggaran 

SKPD 

Jumlah 

dokumen 

perencanaan 

dan 

penganggaran 

SKPD yang 

tersusun 

dengan baik 

dan benar 

(bulan) 

15.000.000 12 14.890.000 12 17.000.000 12 19.550.000 12 22.482.500 12 25.854.875 12 29.733.106 
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Tujuan 
Indikator 

Tujuan 
Target Sasaran 

Indikator 

sasaran 

Program dan 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) 

dan Kegiatan 

(output) 

Data capaian 

pada awal 

tahun 

perencanaan 

(Tahun 2015) 

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 

Kondisi kinerja pada akhir 

periode Renstra SKPD 

(Tahun 2021) 

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

   

Meningkatnya 

penataan 

administrasi 

kependudukan  

 

Persentase 

peningkatan 

penataan 

administrasi 

kependuduk

an 

Program 

penataan 

administrasi 

kependuduka

n 

Terwujudnya 

penataan 

administrasi 

kependuduka

n (%) 

 100  100  100 2.728.994.850 100 3.138.344.076 100  100  

  

  

    

 

Persentase 

penduudk ber-

KTP 

persatuan 

penduduk (%) 

82.8 83  84  85.23  88.94  92.65  96.35  

  

  

    

 

Persentase 

anak berakta 

kelahiran (%) 

80 81  83  85.00  87  90  92.5  

  

  

    

 

Persentase 

kepemilikan 

akta  

kelahiran (%) 

70 70.52  73.26  76  78.74  81.48  84.23  

  

  

    

 

Persentase 

pasangan 

berakta nikah 

(%) 

4.3 4.5  5.5  6.5  7.5  8.5  10  

 

  

  

 

Persentase 

kepemilikan 

kartu keluarga 

(%) 

95 95.82  96.14  96.47  96.80  97.13  97.41  

 

  

  

 

Persentase 

kepemilikan 

akta kematian 

(%) 

0.71 30.00  40  50  60  70  75  
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Tujuan 
Indikator 

Tujuan 
Target Sasaran 

Indikator 

sasaran 

Program dan 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) 

dan Kegiatan 

(output) 

Data capaian 

pada awal 

tahun 

perencanaan 

(Tahun 2015) 

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 

Kondisi kinerja pada akhir 

periode Renstra SKPD 

(Tahun 2021) 

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

 

  

  

Implementasi 

Sistem 

Administrasi 

Kependuduka

n( 

Membangun, 

Updating, dan 

Pemeliharaan 

) 

Jumlah 

laporan 

kependuduka

n yang 

terkirim 

(laporan)) 

167.060.000 3 101.047.000 4 50.000.000 4 57.500.000 4 66.125.000 4 76.043.750 4 87.450.312 

  

  

    

 

Jumlah 

pemohon 

mutasi 

penduduk 

selama 1 

tahun 

(pemohon) 

5000 5000  5000  6000  6000  7000  7000  

  

  

    

Koordinasi 

pelaksanaan 

kebijakan 

kependudukan 

( Termasuk 

Catatan Sipil ) 

Jumlah rapat 

koordinasi 

yang 

dilaksanakan 

selama 1 

tahun 

(kegiatan) 

44.700.000 18 97.100.000 22 35.000.000 22 0 24 0 26 0 30 0 

  

  

    

Pengolahan 

dalam 

penyusunan 

laporan 

informasi 

kependudukan 

( termasuk 

Catatan Sipil ) 

Jumlah desa / 

kelurahan 

yang terdata 

jumlah anak 

yang belum 

berakta 

selama 1 

tahun 

(desa/kel) 

287.908.000 28 44.100.000 40 100.000.000 44 40.250.000 44 46.287.500 55 53.230.625 65 61.215.218 

  

  

    

Penyediaan 

informasi yang 

dapat diakses 

masyarakat ( 

termasuk 

Catatan Sipil )  

Jumlah media 

informasi 

yang dapat 

diakses 

masyarakat 

sebanyak 1 

media 

8.900.000 12 20.030.000 12 30.000.000 12 115.000.000 12 132.250.000 12 152.087.500 12 174.900.625 
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Tujuan 
Indikator 

Tujuan 
Target Sasaran 

Indikator 

sasaran 

Program dan 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) 

dan Kegiatan 

(output) 

Data capaian 

pada awal 

tahun 

perencanaan 

(Tahun 2015) 

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 

Kondisi kinerja pada akhir 

periode Renstra SKPD 

(Tahun 2021) 

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

imformasi 

selama 1 

tahun (bulan) 

 

  

  

Peningkatan 

pelayanan 

publik dalam 

bidang 

kependudukan 

Jumlah 

pemohon KTP 

yang terlayani 

(pemohon) 

841.459.000 40.000 868.216.000 45.000 443.880.000 50.000 34.500.000 60.000 39.675.000 65.000 45.626.250 70.000 52.470.187 

  

  

    

Pengembanga

n data base 

kependudukan 

( termasuk 

Catatan Sipil ) 

Jumlah 

pemohon KK 

yang terlayani 

(pemohon) 

532.392.000 50.000 504.040.000 60.000 324.000.000 65.000 510.462.000 70.000 587.031.300 75.000 675.085.995 80.000 776.348.894 

  

  

   

Penyusunan 

Kebijakan 

Kependuduka

n (termasuk 

Catatan Sipil ) 

Jumlah Perda 

Yang tersusun 

(perbup) 31.450.000 0 0 2 55.000.000 2 372.600.000 2 428.490.000 2 492.763.500 2 566.678.025 

  

  

   

Sosialisasi 

kebijakan 

kependudukan 

( termasuk 

Catatan Sipil ) 

Jumlah 

masyarakat 

yang 

tersosialisasi 

(orang) 

272.900.000 5000 424.197.000 6000 99.000.000 8000 632.500.000 10.000 727.375.000 12.000 836.481.250 15.000 961.953.437 

  

  

   

Monitoring, 

evaluasi dan 

pelaporan 

Jumlah desa 

yang 

dilaksanakan 

monev (desa/ 

kel) 

12.027.000 22 21.500.000 37 17.500.000 45 113.850.000 50 130.927.500 60 150.566.625 65 173.151.618 

  

  

   

Peningkatan 

Pelayanan 

Publik dalam 

Bidang 

Catatan Sipil 

Jumlah 

pemohon akta 

pencatatan 

sipil terlayani 

(pemohon) 

359.611.000 40.000 534.503.000 50.000 314.943.000 60.000 20.125.000 70.000 23.143.750 80.000 266.153.125 90.000 30.607.609 
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Tujuan 
Indikator 

Tujuan 
Target Sasaran 

Indikator 

sasaran 

Program dan 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) 

dan Kegiatan 

(output) 

Data capaian 

pada awal 

tahun 

perencanaan 

(Tahun 2015) 

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 

Kondisi kinerja pada akhir 

periode Renstra SKPD 

(Tahun 2021) 

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

 

  

  

Penataan dan 

Pemeliharaan 

Dokumen 

Kependuduka

n dan 

Pencatatan 

Sipil 

Jumlah 

arsip/dokume

n 

kependuduka

n yang tertata 

dan 

terpelihara 

(berkas) 

48.955.000 40.000 152.481.000 50.000 96.229.000 60.000 362.184.450 70.000 416.512.117 80.000 478.988.935 90.000 550.837.275 

 

  

  

Pelayanan 

Mobile 

kependudukan 

dan 

pencatatatan 

sipil 

Jumlah 

Pelayanan 

Jemput Bola 

Dokumen 

Administrasi 

Kependuduka

n yang 

dilaksanakan 

Selama 1 

Tahun 

(kegiatan) 

 

0 0 0 10 41.680.000 20 110.663.350 30 127.262.852 40 146.352.280 50 168.305.122 

  

  

  

Sinkronisasi 

kebijakan, 

kelembagaan 

dan regulasi 

administrasi 

kependudukan 

Jumlah 

koordinasi 

dan rapat 

dalam 1 tahun 

(koordinasi) 

0 0 0 15 25.000.000 19 47.932.000 22 55.121.800 25 63.390.070 29 72.898.580 

 

  

  

Pembangunan 

jaringan 

koneksitas 

data 

administrasi 

kependudukan 

Jumlah 

Instansi yang 

terkoneksi 

dengan 

jaringan 

pemanfaatan 

data 

Administrasi 

Kependuduka

n selama 1 

tahun 

(instansi) 

0 0 0 2 37.000.000 4 28.750.000 8 33.062.500 16 38.021.875 24 43.725.156 
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Tujuan 
Indikator 

Tujuan 
Target Sasaran 

Indikator 

sasaran 

Program dan 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) 

dan Kegiatan 

(output) 

Data capaian 

pada awal 

tahun 

perencanaan 

(Tahun 2015) 

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 

Kondisi kinerja pada akhir 

periode Renstra SKPD 

(Tahun 2021) 

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

  

  

   

Peningkatan 

Pelayanan 

akta kematian 

Jumlah Akta 

Kematian 

yang 

diterbitkan 

selama 1 

Tahun 

(pemohon) 

0 0 0 5000 61.807.000 7000 42.550.000 9000 48.932.500 11.000 56.272.375 15.000 64.713.231 

 

 

  

  

Standarisasi 

pelayanan 

administrasi 

kependudukan  

Jumlah 

Standarisasi 

Yang 

Terwujud 

Selama 1 

Tahun 

(standar) 

0 0 0 1 147.000.000 2 71.078.050 2 81.739.757 3 94.000.721 3 108.8100.829 

 

  

  

Pendataan 

dan 

penertiban 

dokumen 

kependudukan 

Jumlah Desa 

yang terdata , 

jumlah ATK 

dan Jumlah 

formulir 

pendataan 

(desa/ kel) 

0 0 0 116 143.000.000 130 169.050.000 150 194.407.500 190 223.568.625 222 257.103.918 
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BAB VI 

INDIKATOR KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG 

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 

 

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil yang sesuai dengan Visi dan Misi, maka disusun indikator kinerja 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  yang mengacu pada tujuan dan sasaran 

RPJMD yang akan dilaksanakan  untuk 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada 

tabel  berikut : 

 

Tabel 6.1 

Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 

 

No 

Aspek/ 
Fokus/Bidang 

Urusan/Indikator 
Kinerja 

Pembangunan 
Daerah 

Sat 

Kondisi 
Kinerja 
Awal 

RPJMD 
(Tahun 
2015 ) 

Target Kinerja (Tahun) 
Kondisi 
Kinerja 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

SKPD 
Penanggung 

Jawab 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

1.  Persentase 
penduduk ber- 
KTP per satuan 
penduduk 

% 82,8 83 84 85,23 88,94 92,65 96,35 96,35 Disdukcapil 

2.  Persentase anak 
berakta kelahiran 

% 80 81 83 85 87 90 92,5 92,5 
Disdukcapil 

3.  Persentase 
kepemilikan Akta 
Kelahiran 

% 70 70.52 73.26 76 78.74 81.48 84.23 84.23 
Disdukcapil 

4.  Persentase 
Kepemilikan 
pasangan berakta 
nikah 

% 4.3 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 10 10 
Disdukcapil 

5.  Persentase 
kepemilikan Kartu 
Keluarga 

% 95 95.82 96.14 96.47 96.80 97.13 97.41 97.41 
Disdukcapil 

6.  Persentase 
kepemilikan Akta 
Kematian 

% 0.71 30 40 50 60 70 75 75 
Disdukcapil 



Bab VI - 73 

 
 

BAB VII 

PENUTUP 

 

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh 

pemerintah daerah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan 

Pencatanan Sipil Kabupaten Pemalang ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan 

dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan 

Pencatanan Sipil selama periode 2016 ï 2021, mengikuti periode berlakunya RPJMD 

Kabupaten Pemalang  2016 ï 2021. 

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatanan Sipil ini memiliki kedudukan 

yang sangat penting dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan 

Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, 

tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi. Renstra Dinas Kependudukan dan 

Pencatanan Sipil merupakan penjabaran dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang 

selanjutnya Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang yang merupakan rencana tahunan selama 

periode lima tahun 2016-2021. 

Sebagai pedoman transisi, pada saat Renstra Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Tahun  2022ï2027 belum tersusun, dalam rangka menjaga 

kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan Renja setelah Renstra 

berakhir, maka Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Renja dan RAPBD Tahun 

2022 di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum 

Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada 

RPJPD, RPJMD 2016-2017 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2018-2023. 

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diterbitkan melalui Surat 

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang   

dan di dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi 

sebagai wujud peyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan 

bercirikan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pencapaian kinerja pelayanan 

sebagaimana tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Kependudukan dan 

Pencatanan Sipil merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban 

kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada 

seluruh masyarakat Kabupaten Pemalang 

 

 

 Pemalang,    Maret 2019 

 

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN 

       DAN PENCATATAN SIPIL 

      KABUPATENPEMALANG 

 

 

 

 

 Drs. ANDRIA HERU CAHYONO 

        Pembina Utama Muda 

    NIP. 19590925 198603 1 010 
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